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PERAN PETUGAS KEAMANAN SIPIR TERHADAP MENANGGULANGI 

DALAM RUMAH TAHANAN  

(Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja) 

 

 

Oleh 

ANDHIEN KHOIRUNNISA  

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat 

yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi permasalahan nasional yang serius. 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah zat yang dapat 

memengaruhi kesadaran, perilaku, dan kesehatan fisik maupun mental pengguna. 

Penyalahgunaan zat ini tidak hanya terjadi di lingkungan umum, tetapi juga 

merambah ke dalam rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), 

yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Hal ini 

menjadi tantangan utama Rutan Kelas II B Batu Raja dalam penanggulangan dan 

pencegahan peredaran narkoba. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah 

dalam penelitian ini bagaimanakah peran yang dilakukan oleh petugas keamanan 

sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja dan 

apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas keamanan sipir dalam 

menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif 

yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan 

mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

studi kepustakaan. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan 

beberapa narasumber, yaitu Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Kepala 

Pengamanan Rutan Kelas II B Baturaja, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Rutan 

Kelas II B Baturaja, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh 

petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas 

II B Batu Raja memiliki peran strategis dalam menanggulangi peredaran narkoba 

melalui  pendekatan  pencegahan,  penindakan,  dan  pemulihan.  Upaya  

dilakukan  
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melalui penjagaan ketat, pemberian sanksi disiplin, serta program pembinaan 

kepribadian dan kemandirian bagi tahanan. Namun, peran ideal belum tercapai 

sepenuhnya karena keterbatasan regulasi  dan  sumber  daya  manusia. 

Keberhasilan penanggulangan sangat bergantung pada profesionalisme sipir, 

konsistensi SOP, dan dukungan eksternal. Faktor penghambat yang dihadapi oleh 

petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas 

II B Batu Raja Penanggulangan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Baturaja 

menghadapi hambatan kompleks, seperti keterbatasan sarana, overkapasitas, 

rendahnya kualitas SDM sipir, serta lemahnya integritas dan penegakan hukum. 

Faktor lain meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan masalah internal 

tahanan, seperti kontrol diri rendah dan gangguan psikologis. Kondisi ini 

menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, reformasi hukum, dan pendekatan 

holistik yang melibatkan aparat, masyarakat, dan pembinaan narapidana. 

 

Kata Kunci :  Petugas Sipir, Rumah Tahanan, Narkotika.



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

DRUG TRAFFICKING IN THE ROLE OF PRISON GUARDS IN 

COMBATING DRUG TRAFFICKING IN PRISONS 

(CASE STUDY AR BATURAJA CLASS II B DETENTION CENTER) 

 

 

 

BY 

ANDHIEN KHOIRUNNISA 

The abuse and circulation of narcotics in Indonesia have reached alarming levels 

and have become a serious national issue. Narcotics, psychotropic substances, 

and other addictive substances (NAPZA) are substances that can affect the 

consciousness, behavior, and physical and mental health of users. The abuse of 

these substances does not only occur in public settings but has also infiltrated 

detention centers (rutan) and correctional institutions (lapas), which are 

supposed to be rehabilitation facilities for criminals. This poses a major challenge 

for the Class II B Baturaja Detention Center in addressing and preventing drug 

trafficking. Based on this, the research question in this study is: What role do 

security officers play in combating drug trafficking at the Batu Raja Class II B 

Detention Center, and what are the obstacles faced by security officers in 

combating drug trafficking at the Batu Raja Class II B Detention Center. 

This study uses a qualitative method with a normative legal approach supported 

by an empirical legal approach. The approach used includes analysis of 

applicable laws and regulations as well as literature studies. In addition, data 

was also obtained through interviews with several sources, namely the Head of 

Baturaja Class II B Detention Center, the Head of Security at Baturaja Class II B 

Detention Center, the Head of the Sub-Section for Management at Baturaja Class 

II B Detention Center, and a Lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, 

University of Lampung.. 

The results of the research and discussion show that the role played by prison 

guards in combating drug trafficking at the Batu Raja Class II B Detention Center 

has a strategic role in combating drug trafficking through a preventive, punitive, 

and rehabilitative approach. Efforts have been made through strict surveillance, 

disciplinary sanctions, and personality development and independence programs 

for inmates. However, the ideal role has not been fully achieved due to regulatory 

limitations and human resource constraints. The success of countermeasures 

heavily  depends on  the  professionalism  of  correctional  officers,  consistency  

in  
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standard operating procedures (SOPs), and external support. Challenges faced by 

prison guards in addressing drug trafficking at Batu Raja Class II B Prison 

Addressing drug trafficking at Batu Raja Class II B Prison faces complex 

challenges, such as limited facilities, overcrowding, low-quality prison guard 

human resources, and weak integrity and enforcement of the law. Other factors 

include a lack of public legal awareness and internal inmate issues, such as low 

self-control and psychological disorders. These conditions require institutional 

capacity building, legal reform, and a holistic approach involving law 

enforcement, the community, and inmate rehabilitation. 

 

Keywords: Prison Guard, Detention Center, Narcotics.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Narkotika atau obat-obat terlarang atau Napza Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif lainnya ialah sejenis zat “substance” yang penggunaannya di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 

278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 

419 Tahun 1949 tentang obat bius. Istilah narkotika yang dipergunakan disini 

bukanlah “narcotics” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “drug” 

yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-

pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, serta 

dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. 

Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang bukan 

rangsangan seks, dan menimbulkan halusinasi. 

 

BNN dalam Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) Tahun 2024 

menyebutkan data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika 

telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang 

berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan 

narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau 

setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini 

juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara 

signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.
1

                                                        
1Website BNN : https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-

mewujudkan-indonesia-bersinar/, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib. 
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Peredaran narotika atau obat-obat berbahaya narkoba di Indonesia beberapa tahun 

terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang 

memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan 

narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batasbatas strata 

sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan 

kalangan lainnya berdampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian 

social yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk 

menggerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.
2
 

 

Kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan 

dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikan secara 

terorganisir secara rapi dan rahasia, disamping itu kejahatan narkotika sudah 

menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan 

pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya 

bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karna tanpa 

adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan 

pengaru dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam 

keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.
3
 

 

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan narkoba adalah maraknya 

peredaran di dalam rumah tahanan (Rutan). Ironisnya, tempat yang seharusnya 

menjadi lingkungan rehabilitasi justru kerap menjadi pusat aktivitas ilegal 

tersebut. Petugas Keamanan di dalam Rutan yang dikenal dengan petugas sipir 

yang berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing serta menjaga keamanan 

terdakwa atau tersangka. Meskipun terdapat sipir yang menjaga Rutan tidak 

menghilangkan permasalahan adanya peredaran narkoba di dalam rutan yang 

disinyalir melibatkan jaringan kompleks, baik dari napi maupun pihak luar, 

sehingga memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Selain itu, 

kondisi overkapasitas Lapas/Rutan juga semakin memburuk. Hingga Oktober 

2024, tercatat jumlah penghuni Lapas/Rutan mencapai 273.755 orang, hampir dua 

                                                        
2Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta :Esensi, 2006). 
3Fuad Hasan dalam Hetic. 1996. Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta 

Penanggulangannya, Pekalongan, Bahagia. H. 19. 
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kali lipat dari kapasitas yang tersedia, di mana lebih dari 123.000 di antaranya 

merupakan kasus narkotika.
4
 

Banyaknya penghuni rutan/lapas dengan kasus narkotika tidak menutup 

kemungkinan terjadinya peredaran narkoba didalam rutan/lapas tersebut. Contoh 

kasus yang  melibatkan seputar pemeriksaan dilapas terhadap peredaran narkoba 

misalnya ada di kabupaten baturaja. Petugas atau sipir Rumah Tahanan (Rutan) 

Kelas II B Baturaja berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu ke rutan. 

Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di rutan. Sipir berhasil mengamankan 

dua tersangka yang diduga sebagai kurir, Kamis (2/3) sekitar pukul 13.40 WIB. 

Keduanya adalah Arifin (18), warga desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja 

Timur; dan Romi (22), warga Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten 

OKU Timur.  

Pelaku ditangkap saat hendak membesuk tahanan bernama Anto yang menjadi 

penghuni rutan dalam kasus narkoba. Saat keduanya diperiksa di pengamanan 

pintu utama (P2U), petugas curiga dengan barang bawaan Arifin dan Romi berupa 

kemasan gula pasir yang terlihat terbuka dan ada bekas bakar. Karena curiga, 

petugas membuka kemasan gula pasir itu. Ternyata sebuah bugkusan plastik 

bening berisi serbuk yang diduga sabu seberat sekitar 5 gram. Diduga kuat, sabu 

tersebut bernilai sekitar Rp7 juta. Selain gula dan sabu, sipir juga mengamankan 

enam bungkus mi instan dan satu kotak teh celup. Kedua tersangka diamankan 

untuk dilakukan diperiksa. Selanjutnya, kami menghubungi polisi untuk 

pemeriksaan lanjutan, kata Plt Kepala Rutan Klas II B Baturaja, Mardan 

didampingi Plt Kepala Satpam Rutan Klas IIB Baturaja, Sulaiman.
5
 

Upaya penyelundupan sabu seberat 5 gram yang berhasil digagalkan oleh petugas 

sipir rutan, melalui pemeriksaan terhadap dua kurir yang hendak membesuk 

seorang tahanan narkoba, menggambarkan bagaimana jaringan peredaran narkoba 

bisa berkembang di dalam rutan dengan memanfaatkan berbagai celah, termasuk 

dengan menyelundupkan barang terlarang melalui kunjungan keluarga atau pihak 

                                                        
4
Website BNN:https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-

narkotika/, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.40 Wib 
5 Website Ditjenpas: https://www.ditjenpas.go.id/petugas-rutan-baturaja-gagalkan-penyelundupan-

sabu, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib. 
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luar. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan sistem 

yang lebih efisien dalam mencegah peredaran narkotika di dalam rumah tahanan 

(rutan) dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karna itu penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul: “Peran Petugas Keamanan Sipir Terhadap 

Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Dalam Rumah Tahanan (Studi Kasus Pada 

Rutan Kelas II B Batu Raja”. 

 

B. Rumusan iMasalah idan iRuang iLingkup iPenelitian 

 

1. Permasalahan iPenelitian 

 

Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang imasalah idiatas, iyang imenjadi ipermasalahan 

ipokok iyang iakan idibahas iadalah: 

a. Bagaimanakah iperan iyang idilakukan ioleh ipetugas ikeamanan isipir idalam 

imenanggulangi iperedaran inarkoba idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja? 

b. Apakah ifaktor ipenghambat  iyang idihadapi ioleh ipetugas ikeamanan isipir idalam 

imenanggulangi iperedaran inarkoba idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja? 

 

2. Ruang iLingkup iPenelitian 

 

Supaya ipenelitian iini idapat imengarah ipada ipembahasan iyang idiinginkan, iterfokus 

ipada ipokok ibahasan ikeilmuan ihukum ipenintensier/hukum ipemasyarakatan iterkait  

iperan ikesatuan ipengamanan irumah itahanan idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja,  

iSumatera iSelatan idalam ipencegahan idan ipenanggulangan iperedaran inarkotika.  

iDalam ipenelitian iini ipenulis imembatasi idari isegi ilokasi idan iobjek ipenelitian.  

iPenulisan ipenelitian iini ihanya iberfokus ipada ipermasalahan iyang iterkait  idengan isegi 

ilokasi ipenelitian iini iyang idilakukan idi iRutan iKelas iII iB iBaturaja, iProvinsi iSumatera 

iSelatan. 

 

C. Tujuan idan iKegunaan iPenelitian 

 

1. Tujuan iPenelitian i 

 

Adapun itujuan ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i: i 

a. Untuk imengetahui iperan iyang idilakukan ioleh ipetugas ikeamanan isipir idalam 

imenanggulangi iperedaran inarkoba idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja. 
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b. Untuk imengetahui ifaktor ipenghambat iyang idihadapi ioleh ipetugas ikeamanan 

isipir idalam imenanggulangi iperedaran inarkoba idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja. 

 

2. Kegunaan iPenelitian i 

 

Adapun ikegunaan ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 

 

a. Kegunaan iTeoritis i 

 

Penelitian iini idiharapkan idapat iberkontribusi ipada ipemikiran idan imeningkatkan 

ipemahaman idi ibidang ihukum ipidana ikhususnya idi ibidang ihukum 

ipenintensier/hukum ipemasyarakatan, iterutama iyang iberkaitan idengan ibeberapa 

ipermasalahan iterkait  iperan ipetugas ikeamanan isipir iterhadap ipenanggulangan 

iperedaran inarkoba idi idalam irumah itahanan ipada iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja. 

 

b. Kegunaan iPraktis 

 

Manfaat  ipraktis iyang idiharapkan idari ipenelitian iini idapat iberguna isebagai ipedoman 

idan imasukan ibagi isemua ipihak iterutama ipemerintah iatau ipara ipengambil ikeputusan 

idalam imenentukan ikebijakan iyang iberkaitan idengan iperan ipetugas ikeamanan 

iPolsuspas iterhadap ipenanggulangan iperedaran inarkoba idi idalam irumah itahanan 

ipada itahun i2025 idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja. 

 

D. Kerangka iTeoritis idan iKonseptual 

 

1. Kerangka iTeoritis 

 

Pengertian ikerangka iteoritis imenurut  iSoerjono iSoekanto  iadalah ikonsep-konsep 

iyang imerupakan iabstraksi idari ihasil ipemikiran iataupun ikerangka iacuan iacuan iatau 

idasar iyang irelevan iuntuk imengadakan iidentifikasi idimensi-dimensi isosial iyang 

idianggap ipaling irelevan ioleh ipeneliti.
6

 iKerangka iteoritis iyang idigunakan idalam 

ipenelitian iini iyaitu: 

 

 

 

                                                        
6

 iSoetandyo iWignjosoebroto, iSilabus iMetode iPenelitian iHukum, iProgram iPascasarjana iUniversitas 

iAirlangga, iSurabaya, i2015, ihlm i77 
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a. Teori iPeran 

 

Peran imenurut iSoerjono  iSoekanto  iadalah iproses idinamis ikedudukan i(status).
7

 

iApabila iseseorang imelaksanakan ihak idan ikewajibannya isesuai idengan 

ikedudukannya, idia imenjalankan isuatu iperanan.  iPerbedaan iantara ikedudukan 

idengan iperanan iadalah iuntuk ikepentingan iilmu ipengetahuan. iKeduanya itidak idapat 

idipisah-pisahkan ikarena iyang isatu itergantung ipada iyang ilain idan isebaliknya.  

iSedangkan imenurut  iDewi iWulan iSari, iperan iadalah ikonsep itentang iapa iyang iharus  

idilakukan ioleh iindividu idalam imasyarakat  idan imeliputi ituntutan-tuntutan iprilaku 

idari imasyarakat  iterhadap iseseorang idan imerupakan iprilaku iindividu iyang ipenting 

ibagi istruktur isosial imasyarakat. i 

 

Maurice iDuverger, iberpendapat  ibahwa iIstilah i“peran” i(role) idipilih isecara ibaik 

ikarena idia imenyatakan ibahwa isetiap ioarang iadalah ipelaku ididalam imasyarakat  

idimana idia ihidup. iSoerjono iSoekanto ijuga imenyatakan ibahwa iperan isecara iumum 

iadalah ikehadiran idalam imenentukan isuatu iproses ikeberlangsungan. iPeranan 

imerupakan idinamisasi idari istatis iataupun ipenggunaan idari ipihak idan ikewajiban 

iatau iyang idisebut isubyektif. iPeran idiartikan isebagai itugas iatau ipemberian itugas 

ikepada iseseorang iatau isekumpulan iorang. iSoerjono iSoekanto imenyebutkan ijenis-

jenis iperan isebagai iberikut: 

1. Peran iNormatif imerupakan iperan iyang idilakukan iseseorang iatau iLembaga iyang  

ididasarkan ipada iseperangkat  inorma-norma iyang iberlaku idalam ikehidupan 

imasyarakat. 

2. Peran ifaktual iadalah iperan iyang idilakukan iseseorang iatau ilembaga iyang 

ididasarkan ipada ikenyataan isecara ikongkrit  idi ilapangan iatau ikehidupan isosial 

iyang iterjadi isecara inyata. 

3. Peran iideal iadalah iperan iyang idilakukan ioleh iseseorang iatau ilembaga iyang 

ididasarkan ipada inilai-nilai iideal iatau iyang iseharusnya idilakukan isesuai idengan 

ikedudukannya idi idalam isuatu isistem. i

8
 

 

 

b. Teori iFaktor-faktor iYang iMempengaruhi iPenegakan iHukum. 

                                                        
7Soerjono iSoekanto, iPeranan iSosiologi iSuatu iPengantar, iRajawali iPers, iJakarta, i2009, ihal. i212- 

i213. 
8

 iSoerjono iSoekanto iOp iCit, ihlm.243 
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Menurut  iSoerjono  iSoekanto ifaktor-faktor iyang imemberikan ipengaruh iterhadap 

ipenegakkan ihukum iadalah: 

1. Faktor iHukum i 

Praktik ipenyelenggaraan ihukum idi ilapangan ikerap iterjadi ipertentangan iantara 

ikepastian ihukum idan ikeadilan, ihal iini idisebabkan ioleh ikonsepsi ikeadilan 

imerupakan isuatu irumusan iyang ibersifat  iabstrak, isedangkan ikepastian ihukum 

imerupakan isuatu iprosedur iyang itelah iditentukan isecara inormatif“. iSuatu 

ikebijakan iatau itindakan iyang itidak isepenuhnya iberdasarkan ihukum imerupakan 

isesuatu iyang idapat idibenarkan isepanjang ikebijakan iatau itindakan itersebut itidak 

ibertentangan idengan ihukum. iMaka ipada ihakikatnya ipenyelenggaraan ihukum 

ibukan ihanya imencakup ilaw ienforcement, inamun ijuga imencakup ipeace 

imaintenence. 

2. Faktor iPenegakan iHukum 

Hukum iberfungsi iuntuk imemperkokoh imental idan iintegritas iseorang ipenegak 

ihukum isehingga iapabila ihal iini isudah iterpenuhi ikendala idalam ipenegak ihukum 

ibisa iteratasi ikarena ihal iini isangat  ipotensial idan ikerap imenjadi imasalah idalam 

imasyarakata idan ipenegakan ihukum. iMaka ioleh ikarena iitu, ikunci idari 

ikeberhasilan idalam ipenegakkan ihukum iadalah ikepribadian idan imentalitas  

ipenegak ihukum. 

3. Faktor iSarana iatau iFasilitas iPendukung 

Sarana idan iprasarana imemiliki iperanan ipenting idalam ipenegakan ihukum. iJika 

ipara ipenegak ihukum itidak idisertai idalam ipelaksanaannya idengan isarana idan 

iprasarana iyang ibaik iadalah isuatu ihal iyang iambigu iapabila ikita imemaksakan 

iuntuk ipenegakan ihukum isecara imaksimal. i 

4. Faktor iMasyarakat 

Masyarakat  imemiliki iperanan iyang icukup ipenting iterhadap ipenegakan ihukum.  

iMasyarakat  idapat iberkontribusi iterhadap ipenegakan ihukum ibaik isebagai 

ipemberi isaran imaupun iturut  imemonitoriing ipenegakan ihukum iapabila ididuga 

iterjadi isuatu ikejanggalan idalam ipenegakkannya. iPada ihakikatnya ipermasalahan 

ihukum imerupakan ipermasalahan ibersama-sama idan idibutuhkan itanggung ijawab 

ibersama iuntuk iturut  imembantu. i 

5. Faktor iKebudayaan 

Faktor iKebudayaan imelingkupi ibagaimana inilai imoral iyang iberkembang idi 

imasyarakat. iPola iperilaku idi imasyarakat  iyang idisepakati ibersama-sama isebagai 

isuatu itindakan iyang ibaik iatau iburuk idan itingkah ilaku idari ipada iseseorang isangat  

imempengaruhi iproses ipenegakan ihukum.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9Ibid. 
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2. Konseptual 

 

Konseptual iadalah isusunan iberbagai ikonsep iyang imenjadi ifokus ipengamatan idalam 

imelaksanakan ipenelitian.
10

 iBatasan ipengertian idari iistilah iyang idigunakan idalam 

ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 

a. Peran ikelompok iPeranan iyang iharus idilakukan ikelompok iialah iperan isebagai 

ikelas ibelajar, iunit iproduksi idan iwahana ikerja isama iPeran.
11

 

b. Sipir  idi isebut idengan iPetugas iPermasyarakatan iatau ipenjaga ipenjara. iyang 

ibertanggung ijawab imelakukan ipembinaan iterhadap inarapidana iatau itahanan idi 

iLapas imaupun iRutan i(Rumah iTahanan). iPetugas ipemasyarakatan iadalah 

iPegawai iNegeri iSipil iyang ibekerja isebagai ipegawai inegeri isipil 

iKemenkumham.  i

12
 

c. Penanggulangan iadalah itindakan iyang idilakukan ioleh iindividu, ikelompok 

iindividu, iatau ilembaga idalam iupaya ipenegakkan ihak iasasi imanusia 

ikesejahteraan idan ikeamanan imasyarakat.
13

 iUntuk imenanggulangi ikejahatan,  

iterdapat  iberbagai irespon iyang idapat idiberikan ikepada ipelanggar iberupa iupaya 

ihukum ipidana, idan inon-pidana iyang idiintegrasikan isatu isama ilain. 

d. Peredaran inarkoba iadalah iaktivitas idistribusi,penjualan,atau ipenyebaran iobat  

iobatan iterlarang iatau inarkoba idilakukan isecara iillegal itermasuk idalam itindakan 

ikriminal.
14

 

e. Narkoba iadalah iobat-obatan iterlarang iyang idapat imemicu iberbagai idampak 

iberbahaya ipada ikesehatan. iPenyalahgunaan inarkoba idapat imenyebabkan 

ihilangnya iingatan ihingga ikematian.
15

 

f. Rutan iatau iRumah iTahanan iadalah iRumah iTahanan iNegara iyang iselanjutnya  

idisebut  iRutan iadalah ilembaga iatau itempat iyang imenjalankan ifungsi ipelayanan 

iterhadap itahanan.
16

 

E. Sistematika iPenulisan 

 

Untuk imempermudah idan imemahami ipenulisan iskripsi iini isecara ikeseluruhan,  

imaka idisajikan isistematika ipenulisan isebagai iberikut: i 

 

 

 

                                                        
10

 iSoerjono iSoekanto. iOp.Cit. ihlm.103. 
11Fani, iNurlina, iAli. iPeranan iKelompok idalam iMendukung iPengembangan iKapasitas iWanita 

iPedesaan.Universitas iPadjajaran. iBandung 
12Sudarsono, iKamus iHukum, i(Jakarta: iRineka iCipta,2005), ihlm.445. 
13Bardana iNawawi iArief, i2014, iMasalah iPenegakkan iHukum idan iKebijakan iHukum iPidana idalam 

iPenanggulangan iKejahatan, iKencana, ihlm. i49. 
14Wibowo, iAgus. i"Efektivitas iKebijakan iPemerintah idalam iMemerangi iNarkoba idi iKawasan 

iPerkotaan." iJurnal iHukum idan iMasyarakat, ivol. i20, ino. i1, i2023, ihlm. i22-36. 
15https://www.halodoc.com/artikel/pengertian-narkoba-dan-9-dampaknya-

bagikesehatan?srsltid=AfmBOop4pfzlVyiMU2_YJQR4VOGtprfGGpWjAuIj4e7cv_AU94ryP7cF 
16

 iPasal i1 iAngka i16 iUdang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 itentang iPemasyarakatan. 
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I. PENDAHULUAN i 

 

Berisi ipendahuluan ipenyusunan iproposal iyang iakan imenguraikan ilatar ibelakang,  

ipermasalahan idan iruang ilingkup ipenelitian, itujuan idan ikegunaan ipenelitian,  

ikerangka iteoritis idan ikonseptual iserta isistematika ipenulisan. 

 

II. TINJAUAN iPUSTAKA i 

 

Bab iini imenyajikan itinjauan ipustaka iyang iberfungsi isebagai ilandasan iteoritis iuntuk 

imemahami ikonsep-konsep iumum iterkait  ipokok ibahasan ipenelitian. iTinjauan 

ipustaka iini iakan imenjadi ibahan ipembelajaran imengenai ipemahaman iperzinaan idi 

iluar iperkawinan idan iperbandingan iantara iteori idan ipraktik idi ilapangan imengenai 

iperan isipir idalam ipencegahan ipenyebaran inarkoba idi idalam irutan. 

 

III. METODE iPENELITIAN i 

 

Pada ibagian ibab iini imenjelaskan ilangkah-langkah iyang idigunakan idalam 

ipendekatan imasalah, isumber idan ijenis idata, iprosedur ipengumpulan idan ipengolahan 

idata iserta ianalisis idata. 

 

IV. HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN i 
 

Berisi itentang ipenjelasan idan ipembahasan imengenai ipermasalahan iyang iada iyaitu 

iperan ipenjaga itahanan i(sipir) idalam ipencegahan ipenyebaran inarkoba idi idalam 

irumah itahanan iBaturaja iKelas iIIB idan ifaktor ipenghambat  idalam ipelaksanaan 

ipencegahan ipenyebaran inarkoba idi idalam irumah itahanan iBaturaja iKelas iIIB. i 

 

V. PENUTUP i 

 

Pada ibagian iini iberisikan isimpulan iyang imerupakan ihasil iakhir idari ipenelitian idan 

ipembahasan iserta iberisikan isaran ipenulis iyang idiberikan iberdasarkan ipenelitian 

idan ipembahasan iyang iberkaitan idengan ipermasalahan idalam ipenelitian iskripsi iini.  



II. TINJAUAN iPUSTAKA 

 

 

A. Pengertian iRumah iTahanan iNegara 

 

Konsep ilembaga ipemasyarakatan ipertama ikali idigagas ioleh iMenteri iKehakiman 

iSahardjo ipada itahun i1962. iIa imenyatakan ibahwa itugas ijawatan ikepenjaraan ibukan 

ihanya imelaksanakan ihukuman, imelainkan ijuga itugas iyang ilebih iberat iadalah 

imengembalikan iorang-orang iyang idijatuhi ipidana ike idalam imasyarakat.
17

 iSecara 

iyuridis ipengelolaan irumah itahanan inegara iberpedoman ipada iUndang-Undang  

iRepublik iIndonesia iNomor i12 iTahun i1995 itentang iPemasyarakatan. iUndang-

Undang iini idisahkan ioleh iPresiden iRepublik iIndonesia iSoeharto ipada itanggal i30 

iDesember i1995. iUndang-Undang itersebut isudah iditidak iberlaku idan idiperbaharui 

idengan iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 itentang iPemasyarakatan i(UU 

iPemasyarakatan). i 

 

Pemasyarakatan imerupakan ibagian idari isistem iperadilan ipidana iterpadu iyang 

imenyelenggarakan ipenegakan ihukum idi ibidang iperlakuan iterhadap iTahanan,  

iAnak, idan iWarga iBinaan idalam itahap ipraadjudikasi, iadjudikasi, idan 

ipascaadjudikasi. iPenyelenggaraan iPemasyarakatan isebagai ibagian idari isistem 

iperadilan ipidana iterpadu iberdasar ipada isebuah isistem iyang idisebut  isebagai iSistem 

iPemasyarakatan iyang imerupakan isuatu itatanan imengenai iarah idan ibatas iserta 

imetode ipelaksanaan ifungsi iPemasyarakatan isecara iterpadu iantara ipetugas, 

iTahanan, iAnak, iWarga iBinaan, idan imasyarakat.

                                                        
17

Website iWikipedia: iLembaga iPemasyarakatan. ihttp://googleweblight.com/?lite_url 

i=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan&ei=IJtJwOj4&Ic=id-ID&geid=33&s 

i=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511690340&sig=ANTY_L3ubD5TQq7cxQNw_zgxk  

iDokmXMFKw, idiunduh ipada itanggal i19 iJanuari i2024, ipukul i17.28 iWIB 
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Rumah itahanan i(rutan) iadalah itempat ibagi itersangka iatau imereka iyang idipenjara 

iselama iproses ipenyelidikan, ipemeriksaan, idan ipemeriksaan ipersidangan. iRutan 

ibertanggung ijawab iuntuk imerawat, imembimbing, idan imembina itersangka,  

isebagaimana idiatur idalam iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku. iFungsi 

ipenerimaan, ipengeluaran, idan itahanan imerupakan ibagian idari ioperasional iRutan.  

iTanggung ijawab ipusat ipenahanan idibagi imenjadi iempat ikategori: ilayanan,  

ipemeliharaan idan iketertiban ipenjara, imanajemen ipenjara, idan iurusan 

iadministrasi.
18

 

 

Pembaruan ipidana ipenjara idi iIndonesia idi idasari ipada ipandagan iperubahan iyang 

idimulai idengan imerubah isistem ipenjara imenjadi isistem ipemasyarakatan. iDengan 

isistem ipemasyarakatan iini idikembangkan iasas ikemanusiaan iyang idirumuskan 

idalam i10 i(sepuluh) iprinsip ipemasyarakatan. iAdapun ike i10 i(sepuluh) iprinsip  

ipemasyarakatan iyang idimaksud iadalah:
19

 

a. Orang iyang itersesat  idiayomi ijuga, idengan imemberikan ikepadanya ibekal ihidup 

isebagai iwarga iyang ibaik idan iberguna idalam imasyarakat  iyang iadil idan imakmur  

iberdasarkan ipancasila. iBekal ihidup itidak ihanya iberupa ifinansial idan imaterial,  

itetapi ilebih ipenting iadalah imental, ifisik, idan ikeahilan, iketerampilan ihingga  

iorang imempunyai ikemauan idan ikemampuan iyang ipotensial idan iefektif iuntuk 

imenjadi iwarga iyang ibaik, itidak imelanggar ihukum iilahi idan iberguna idalam 

ipembangunan inegara; 

b. Menjatuhi ipidana ibukanlah itindakan ibalas idendam idari inegara. iTerhadap 

inarapidana itidak iboleh iada ipenyiksaan ibaik iberupa itindakan, iucapan, icara 

iperawatan iataupun ipenempatan. iSatu-satunya iderita ihanya idihilangkan 

ikemerdekaan; 

c. Tobat  itidak idapat idicapai idengan ipenyiksaan, imelainkan idengan ibimbingan.  

iKepada itahanan iataupun inarapidana iharus iditanamkan ipengertian imengenai 

inorma-norma ihidup idan ikehidupan, iserta idiberi ikesempatan iuntuk imerenungkan 

iperbuatannya iyang ilampau. iNarapidana idapat idiikutsertakan idalam ikegiatan-

kegiatan isosial iuntuk imenumbuhkan irasa ihidup ikemasyarakata; 

d. Negara itidak iberhak imembuat iseseorang ilebih iburuk iatau ilebih ijahat idaripada 

isebelum inarapidana imasuk ilembaga. iOleh ikarena iitu iharus idiadakan ipemisahan 

iantara ilain: iyang iresidiv iatau ibukan, iyang itelah imelakukan itindak ipidana iberat  

idan iringan, imacam itindak ipidana iyang idiperbuat, idewasa idan idewasa imuda iserta 

ianak-anak, idan iorang iterpidana idan iorang itahanan; 

e. Selama ikehilangan ikemerdekaan ibergerak, inarapidana iharus idikenalkan idengan 

imasyarakat  idan itidak iboleh idiasingkan idaripadanya; 

                                                        
18

Maya iShafira, iDeni iAhmad, iFristia iBerdian iTamza. iHukum iPemasyarakatan idan iPenitensier. 

iPustaka iMedia i: iBandar iLampung. ihlm. i66 
19Diah iGustiani iMaulani, iRini iFathonah idan iDona iRaisa, i2013, iHukum iPenitensia idan iSistem 

iPemasyarakatan idi iIndonesia, iBandar iLampung, iPKKPUU iFH iUNILA, ihlm. i52-53. 
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f. Pekerjaan iyang idiberikan ikepada inarapidana itidak iboleh ibersifat  imengisi iwaktu 

iyang ihanya idiperuntukan ikepentingan ijawatan iatau ikepentingan inegara itertentu 

isaja; 

g. Bimbingan idan ididikan iharus iberdasarkan iPancasila; 

h. Tiap iorang iadalah imanusia idan iharus idiperlakukan isebagai imanusia; 

i. Narapidana ihanya idijatuhi ipidana ihilang ikemerdekaan; 

j. Perlu ididirikan ilembaga-lembaga ipemasyarakatan iyang ibaru isesuai idengan 

ikebutuhan-kebuituhan ipelaksanaan iprogram-program ipembinaan idan 

imemindahkan ilembaga-lembaga iyang iberada iditengah-tengah ikota ike itempat-

tempat iyang isesuai idengan ikebutuhan iproses ipemasyarakatan. 

 

Menurut  iPasal i1 iangka i2 iUU i22 iTahun i2022, isistem ipemasyarakatan iadalah isuatu 

itatanan imengenai iarah, idan ibatas iserta imetode ipelaksanaan ifungsi iPemasyarakatan 

isecara iterpadu. iPembinaan iwarga ibinaan ipemasyarakatan iberdasarkan iPancasila 

iyang idilaksanakan isecara iterpadu iantara ipembina, iyang idibina, idan imasyarakat  

iuntuk imeningkatkan ikualitas iwarga ibinaan ipemasyarakatan iagar imenyadari 

ikesalahan, imemperbaiki idiri, idan itidak imengulangi itindak ipidana isehingga idapat 

iditerima ikembali ioleh ilingkungan imasyarakat, idapat iaktif iberperan idalam 

ipembangunan idan idapat ihidup isecara iwajar isebagai iwarga iyang ibaik idan 

ibertanggung ijawab. i 

 

Lembaga ipemasyarakatan imemerlukan iupaya iuntuk imemulihkan iwarga ibinaan 

ipemasyarakatan iuntuk ikembali ikepada ifitrahnya isebagai imanusia idalam ihubungan 

idengan iTuhannya, imanusia idengan ipribadinya, imanusia idengan isesamanya idan 

imanusia idengan ilingkungannya. iSelain iitu, isistem ipemasyarakatan iberfungsi iuntuk 

imenyiapkan iwarga ibinaan ipemasyarakatan iagar idapat iberintegrasi isecara isehat  

idengan imasyarakat, isehingga idapat iberperan ikembali isebagai ianggota imasyarakat  

iyang ibebas idan ibertanggung ijawab.
20

 i 

 

Rutan imerupakan itahap iakhir idari isistem iperadilan ipidana iyang iterdiri idari i4 

i(empat) isub-sistem iyaitu iKepolisian, iKejaksaan, iPengadilan idan iRutan. iSebagai 

iSubsistem iRutan imemiliki itugas iuntuk imelaksanakan ipembinaan iterhadap 

iterpidana ikhususnya ipidana ipencabutan ikemerdekaan. iDengan idemikian iberhasil 

itidaknya itujuan iyang ihendak idicapai idalam isistem iperadilan ipidana ibaik itujuan 

iyang ihendak idicapai idalam isistem iperadilan ipidana ibaik itujuan ijangka ipendek iyaitu 

                                                        
20Andi iWijaya iRivai, i2014, iBuku iPintar iPemasyarakatan, iJakarta: iLembaga iKajian 

iPemasyarakatan, ihlm. i12-13 
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irehabilitasi idan iresosialisasi inarapidana, itujuan ijangka imenengah iuntuk imenekan 

ikejahatan iserta itujuan ijangka ipanjang iuntuk imencapai ikesejahteraan imasyarakat  

idisamping idipengaruhi ioleh isub isistem iperadilan ipidana iyang ilain iyaitu ikepolisian,  

ikejaksaan, idan ipengadilan, iselebihnya ijuga isangat iditentukan ioleh ipembinaan iyang 

idilakukan ioleh iRutan isebagai ipelaksanaan ipidana ipencabutan ikemerdekaan, i 

 

Salah itugas idan ifungsi idari irumah itahanan inegara iadalah imelakukan ipencatatan 

ipendaftaran idan ipembuatan istatistik, iserta imelakukan ipendokumentasian isidik ijari 

itahanan idan inarapidana iyang idikenal idengan ikegiatan ikeregistrasian idan 

iklasifikasi. iYang imana ifungsi idan itugas itersebut idilaksanakan ioleh iBagian 

iRegistrasi idi ilembaga ipemayarakatan. iDengan ipencatatan iregistrasi idan iklasifikasi 

iakan imemberikan ikepastian ihukum ikeberadaan iseorang itahanan iataupun 

inarapidana iyang iada idi idalam iRumah itahanan inegara. iHal iini idapat idilihat idalam 

iPasal i10 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i12 iTahun i1995 itentang 

iPemasyaratan idan iPasal i3 iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor i32 

itahun i1999 itentang iSyarat-Syarat  idan iTata iCara iPelaksanaan iWewenang, iTugas 

idan iTanggung iJawab iPerawatan iTahanan. i 

 

Aturan itersebut isangat ijelas imenyatakan ibahwa isetiap itahanan iatau inarapidana iyang 

iditerima iharus ididaftar. iAkan itetapi ikegiatan ikeregistrasian idan iklasifikasi ibukan 

ihanya itugas idan ifungsi ipendaftaran isaja imelainkan ijuga ipemenuhan ihak itahanan 

idan inarapidana iseperti ipengeluaran ibebas idemi ihukum idan iremis. iBimbingan 

ikemandirian imerupakan isatu ibentuk ibimbingan iatau ilatihan ikemandirian iyang 

idilakukan imelalui iberbagai ikegiatan ilatihan ikerja iyang ibermanfaat  ibagi imereka 

iterutama ipada isaat ireintegrasi isosial iagar imereka iditerima ilayaknya ianggota 

imasyarakat  ilainnya. i 

 

Lapas idan iRutan imerupakan isuatu ilembaga iyang iberbeda ikarena ipada idasarnya  

iLapas iadalah isuatu iorganisasi iformal i(intansi ipemerintah) iatau ilembaga iyang 

iditugaskan iuntuk imenampung inarapidana/anak ididik iyang idinyatakan ibersalah ioleh 

ihakim imelalui iputusan idan imenjadi itempat  iuntuk imelaksanakan ipembinaan 

inarapidana idan ianak ididik ipemasyarakatan. iSedangkan iRutan imerupakan itempat  

itersangka iatau iterdakwa iditahan iselama iproses ipenyidikan, ipenuntutan, idan 
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ipemeriksan idi isidang ipengadilan. iPenghuni iRutan/Lapas ibisa inapi iatau iWarga 

iBinaan iPemasyarakatan i(WBP) idan ijuga istatusnya imasih itahanan, imaksudnya 

iotang itersebut  imasih iberada idalam iproses iperadilan idan ibelum iditentukan ibersalah 

ioleh ihakim. iGolongan iorang-orang iyang idapat idimasukkan iatau iditempatkan idi 

idalam iRutan/Lapas isebagai iberikut: 

a. Mereka iyang iditahan isecara isah ioleh ipihak ikejaksaan; 

b. Mereka iyang iditahan isecara isah ioleh ipihak ipengadilan; 

c. Mereka iyang itelah idijatuhi ihukuman ipidana ihilang ikemerdekaan ioleh 

ipengadilan inegeri isetempat; 

d. Mereka iyang idikenakan ipidana ikurungan; 

e. Mereka iyang itidak imenjalani ipidana ihilang ikemerdekaan, iakan itetapi idimasukan 

ike iRutan/Lapas isecara isah. 

 

Secara iumum,  ipelaksanaan ipembinaan iterhadap iwarga ibinaan ipemasyarakatan idi 

iRumah iTahanan iNegara i(Rutan) idilaksanakan imelalui idua ibentuk iutama, iyakni 

ibimbingan ikepribadian idan ibimbingan ikemandirian, isebagaimana idiatur idalam 

iperaturan ipelaksanaan iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 itentang 

iPemasyarakatan. iBimbingan ikepribadian ibertujuan iuntuk imereformasi isikap,  

iperilaku, iserta inilai-nilai imoral iwarga ibinaan iagar imereka imampu 

imenginternalisasi inorma-norma ihukum idan isosial iyang iberlaku idi imasyarakat. 

iSementara iitu, ibimbingan ikemandirian idiarahkan iuntuk imembekali iwarga ibinaan 

idengan iketerampilan ikerja iyang iproduktif imelalui ipelatihan iyang idisesuaikan 

idengan iminat, ibakat, idan ipotensi iindividu imasing-masing. iPelatihan itersebut itidak  

ihanya iditujukan iuntuk imengisi iwaktu iselama imenjalani imasa ipidana, itetapi ijuga  

isebagai imodal isosial idan iekonomi ibagi iwarga ibinaan iagar idapat ihidup imandiri idan 

itidak ikembali imelakukan itindak ipidana isetelah ibebas. 

 

Program ibimbingan ikemandirian ijuga imencerminkan iesensi idari isistem 

ipemasyarakatan iyang itidak isekadar iberorientasi ipada ipemidanaan, itetapi ijuga ipada 

ireintegrasi isosial isebagai ibentuk iperlindungan idan ipemulihan ihak iwarga inegara.  

iHal iini isejalan idengan iasas irestoratif idalam isistem ihukum ipidana imodern iyang  

imenekankan irehabilitasi, ireintegrasi, idan ipemberdayaan ipelaku itindak ipidana,  

isebagai iupaya imembangun imasyarakat  iyang iinklusif idan iberkeadilan. Adapun 
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isalah isatu itugas ipokok iRutan iadalah imenyelenggarakan iperlindungan idan 

ipelayanan idasar iterhadap iwarga ibinaan, itermasuk idalam ibidang ikesehatan idan 

iperawatan, isebagaimana iditegaskan idalam iPasal i8 iUndang-Undang iNomor i22 

iTahun i2022 itentang iPemasyarakatan. iPelayanan itersebut  imencakup ipenyediaan 

imakanan iyang ilayak isecara igizi, ihigienis, idan isesuai idengan istandar ikesehatan.  

 

Pemenuhan ihak iatas imakanan iyang iberkualitas idan ibergizi ibukan ihanya imenjadi 

itanggung ijawab iadministratif, itetapi imerupakan iimplementasi idari ihak iasasi 

imanusia, isebagaimana idiatur idalam iPasal i28H iayat i(1) iUUD i1945, iyang  

imenyatakan ibahwa isetiap iorang iberhak ihidup isejahtera ilahir idan ibatin, iserta iberhak  

imemperoleh ipelayanan ikesehatan. iLebih ilanjut, iUndang-Undang iRepublik 

iIndonesia iNomor i36 iTahun i2009 itentang iKesehatan, ikhususnya idalam iPasal i1 iayat  

i(1), imenjelaskan ibahwa ikesehatan iadalah ikeadaan isehat  isecara ifisik, imental,  

ispiritual, idan isosial iyang imemungkinkan isetiap iorang iuntuk ihidup iproduktif isecara 

isosial idan iekonomis. iDefinisi iini imenunjukkan ibahwa ikesehatan imerupakan ihak 

idasar iyang ibersifat  iuniversal idan itidak idapat idikurangi idalam ikeadaan iapapun,  

itermasuk ibagi imereka iyang isedang imenjalani imasa ipidana. iDalam ikonteks 

ipemasyarakatan, ipemenuhan ihak iatas ikesehatan ibukan ihanya iterkait  ipelayanan 

imedis isemata, itetapi ijuga imenyangkut  iupaya ipreventif idan ipromotif, itermasuk ipola  

imakan isehat, ikebersihan ilingkungan, idan ipembinaan imental-spiritual. Tujuan dari 

Rutan adalah pembinaan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap. Adapun klasifikasi Rutan didasrkan atas daya muat atau daya 

tampung dan didasarkan atas kapasitas menjadi: 

a. Rumah Tahanan Negara Kelas 1: 1500 Orang 

b. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA: 500-1500 Orang 

c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB: 1-500 Orang 

 

Sebagaimana itertuang idalam iPasal i9 ihuruf id iUndang-Undang iNomor i22 iTahun 

i2022 itentang iPemasyarakatan, iwarga ibinaan iberhak imemperoleh ilayanan ikesehatan 

idan imakanan iyang ilayak. iIni iberarti inegara iberkewajiban iuntuk imenjamin ihak-hak  

itersebut  iterpenuhi, itanpa idiskriminasi, idan idengan imemperhatikan iprinsip inon-

derogable irights, iyaitu ihak-hak iyang itidak iboleh idikurangi idalam ikeadaan iapapun,  
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itermasuk isaat iseseorang imenjalani ipidana. iDengan idemikian, ipelaksanaan  

ibimbingan idan ipemenuhan ihak idasar idi iRutan imerupakan ibentuk ikonkret  itanggung 

ijawab inegara idalam imembina idan imelindungi iwarga ibinaan, iserta isebagai 

iperwujudan idari isistem iperadilan ipidana iyang imenjunjung itinggi iprinsip ikeadilan,  

irehabilitasi, idan ikemanusiaan. 

 

Perawatan ikesehatan ibagi inarapidana, itahanan, idan ianak idalam ilingkungan ilembaga 

ipemasyarakatan ibukan ihanya imerupakan ibagian idari ikewajiban iadministratif 

inegara, imelainkan ijuga iwujud inyata idari ipelaksanaan ihak iasasi imanusia iyang 

idijamin ioleh ikonstitusi idan iberbagai iinstrumen ihukum inasional imaupun 

iinternasional. iDalam ikonteks ipembangunan inasional, ipelayanan ikesehatan idi 

idalam irumah itahanan inegara i(Rutan) idan ilembaga ipemasyarakatan i(Lapas)  

iberperan ipenting idalam imendukung itujuan ipembangunan iberkelanjutan 

i(Sustainable iDevelopment iGoals/SDGs), ikhususnya idalam iaspek ikesehatan iyang 

iberkualitas idan ikesejahteraan ibagi isemua, itermasuk ikelompok irentan iseperti iwarga 

ibinaan. iSebagaimana idiamanatkan idalam iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 

itentang iPemasyarakatan, isetiap iRutan idan iLapas iwajib imenyediakan iunit  

ipelayanan ikesehatan idasar iyang iberfungsi isebagai ipusat ipelayanan ipreventif,  

ipromotif, ikuratif, idan irehabilitatif. iKetentuan iini idiperkuat  ioleh iPeraturan iMenteri 

iHukum idan iHak iAsasi iManusia iRepublik iIndonesia iNomor i32 iTahun i2020 itentang 

iStandar iLayanan iKesehatan idi iLapas idan iRutan, iyang imenetapkan ibahwa  

ipelayanan ikesehatan iharus isesuai idengan istandar inasional ipelayanan imedis iserta 

imengacu ipada iprinsip inon-diskriminatif, imanusiawi,  idan iberkeadilan. 

Dalam ipraktiknya, iunit ipelayanan ikesehatan idi idalam iRutan/Lapas iharus idijalankan 

ioleh itenaga imedis iprofesional,  itermasuk idokter idan ipetugas ikesehatan iterlatih, iyang 

imemiliki itanggung ijawab iuntuk: 

a. Melakukan ipemeriksaan ikesehatan isecara iberkala idan isaat imasuk iatau ikeluar  

itahanan, iguna imengidentifikasi ipenyakit  imenular, igangguan ijiwa, iatau ikondisi 

idarurat  imedis ilainnya. 

b. Melaksanakan ipenyuluhan ikesehatan isecara iberkala iguna imeningkatkan 

ikesadaran iwarga ibinaan imengenai ipola ihidup isehat idan ipencegahan ipenyakit. 
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c. Menerbitkan isurat iketerangan ikematian idalam ihal iterjadi ikematian iwarga 

ibinaan, isebagai ibagian idari ipertanggungjawaban iadministratif idan iyuridis. 

d. Membina itenaga ikesehatan iinternal, itermasuk ipelatihan ikader ikesehatan idi 

iantara iwarga ibinaan, iuntuk imembantu ipemantauan ikondisi ikesehatan isecara 

imenyeluruh. 

e. Melaksanakan imonitoring, ievaluasi, ipencatatan idan ipelaporan i(MEPP) iguna 

imenjamin iakuntabilitas ipelayanan iserta isebagai idasar ikebijakan iperbaikan 

ilayanan ikesehatan. 

f. Melakukan irujukan imedis ike irumah isakit  iluar, ibaik imilik ipemerintah imaupun 

iswasta, idalam ikasus-kasus iyang itidak idapat iditangani idi ifasilitas iinternal,  

isebagaimana idiatur idalam iskema isistem irujukan inasional. 

 

Kewajiban ipenyediaan ilayanan ikesehatan iini ijuga iberkaitan ierat idengan iamanat  

iUndang-Undang iNomor i36 iTahun i2009 itentang iKesehatan, ikhususnya iPasal i5 iayat  

i(3) iyang imenyatakan ibahwa i"Setiap iorang iberhak imemperoleh ipelayanan 

ikesehatan iyang iaman, ibermutu, idan iterjangkau." iKetentuan iini imenegaskan ibahwa 

istatus ihukum iseseorang isebagai inarapidana iatau itahanan itidak imenghapuskan 

ihaknya iatas ipelayanan ikesehatan iyang ilayak, imelainkan ijustru imeningkatkan 

itanggung ijawab inegara iuntuk imenjamin ikondisi ikesehatan imereka iselama 

imenjalani imasa ipidana. iDengan idemikian, ipenyelenggaraan ipelayanan ikesehatan idi 

irumah itahanan inegara itidak ihanya iberfungsi isebagai iinstrumen iteknis imedis, itetapi 

ijuga isebagai ipilar ipenting idalam isistem ipemasyarakatan imodern iyang iberbasis  

irehabilitasi, ireintegrasi isosial, idan ipenghormatan iterhadap imartabat  imanusia.  

iPelayanan iini imencerminkan ibahwa isistem ihukum idan ipemasyarakatan iIndonesia 

itidak isemata-mata imenitikberatkan ipada iunsur ipembalasan, itetapi ijuga ipada 

ipemulihan idan ipembinaan isebagai iupaya imencapai ikeadilan iyang iberadab 

i(restorative ijustice). 

 

Sejalan idengan iInstruksi iPresiden iRepublik iIndonesia iNomor i1 iTahun i2013 itentang 

iAksi iPencegahan idan iPemberantasan iKorupsi, idimana isalah isatu irencana iaksinya 

iadalah ipelaksanaan itransparansi ilayanan ipublik idi ilingkungan ikementerian ihukum 

idan ihak iasasi imanusia. iKriteria ikeberhasilannya iadalah imeningkatnya itransparansi 

idan iakuntabilitas ipelayanan idi ilingkungan iunit ipembinaan iterpadu ipemasyarakatan,  
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imaka idalam irangka imencapai ikriteria ikeberhasilan idimaksud idipandang iperlu 

imelakukan ipeningkatan ipelayanan ipublik iterutama ilayanan ipengaduan iberbasis iIT. i 

 

Peningkatan ilayanan ipublik idirasakan isebagai isuatu ikebutuhan ibersama iyang 

isangat ipenting idalam irangka ipertanggung ijawaban ipemerintah ikepada imasyarakat. 

iPengaduan imasyarakat  imerupakan isalah isatu ibentuk ipartisipasi ipengawasan 

imasyarakat  iyang iefektif idalam irangka iikut iserta imewujudkan ipenyelenggaraan  

ipemerintahan iyang ibaik idan ibebas ikorupsi, ikolusi, idan inepotisme. iPengaduan 

imasyarakat  iyang imengandung ikebenaran idapat idipergunakan isebagai ibahan 

imasukan iuntuk ipeningkatan ikapasitas iaparatur inegara idalam imelaksanakan itugas-

tugas iumum ipemerintahan iterutama idalam imemberikan ipelayanan ikepada  

imasyarakat. 

 

Tujuan isistem ipemasyarakatan imenurut iUU iPemasyarakatan iadalah iagar iwarga 

ibinaan ipemasyarakatan imenyadari ikesalahannya, imemperbaiki idiri,  idan itidak 

imengulangi itindak ipidana isehingga idapat iditerima ikembali ikelingkungan 

imasyarakat, iserta idapat iaktif iberperan idalam ipembangunan, idan idapat ihidup isecara 

iwajar isebagai iwarga iyang ibaik idan ibertanggung ijawab. iPerlakuan iyang ibaik idan 

imanusiawi idiwujudkan idalam ipemenuhan ihak iuntuk imendapatkan iperawatan iyang 

ilayak, ibaik iperawatan irohani imaupun ijasmani. iPenyelenggaraan ipelayanan 

ikesehatan ibagi inarapidana, itahanan idan ianak iini idapat idilakukan imelalui ikerjasama 

idengan iinstansi ipemerintah iterkait, iswasta, iorganisasi ikemasyarakatan iataupun 

iperorangan iyang ikegiatannya iseiring idengan ipenyelenggaraan isistem 

ipemasyarakatan. 

 

Lembaga iPemasyarakatan iatau iyang ilebih idikenal idengan iLAPAS imerupakan isalah 

isatu ijenis ilembaga ipemasyarakatan iyang imenitikberatkan ipada ipembinaan 

inarapidana idan isiswa ipemasyarakatan i(Pasal i1 iayat i(3) iUndang-Undang iNomor i12 

iTahun i1995). iDi iLembaga iPemasyarakatan ipembinaan ipemasyarakatan idilakukan 

imelalui ipengobatan idan ipelayanan, ipendidikan, ipembinaan, idan imartabat  imanusia,  

idengan isatu-satunya irasa isakit iadalah ihilangnya ikebebasan, idan imenjamin ibahwa 

ihak-hak iterpidana idapat idikaitkan idengan ikeluarga idan iindividu itertentu.
21

 i 

                                                        
21

Maya iShafira, iet.al. iOp.Cit. ihlm. i68 
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Lembaga iPemasyarakatan imerupakan iwadah ipembinaan ibagi ipara inarapidana iyang 

isesuai idengan isistem ipemasyarakatan isebagai iupaya idalam imewujudkan 

ipemidanaan iyang iintegratif iyaitu idengan icara imembina idan imengembalikan 

ikesatuan ihidup imasyarakat  iyang ibaik idan iberguna. iLembaga iPemasyarkatan 

imemiliki itujuan iuntuk imelaksanakan irehabilitasi, ireduksi. iresosialisasi, iserta 

imemberikan iperlindungan iyang ibaik iterhadap inarapidana iserta imasyarakat  idi 

idalam ipelaksanaan isistem ipemasyarakatan.
22

 

 

Pasal i2 iayat i(1) iPermenkumham iNomor i6 iTahun i2013 imenyatakan isetiap 

inarapidana idan itahanan iwajib imematuhi itata itertib iLapas idan iRutan. iKeamanan idan 

iketertiban imerupakan ifaktor ipenting iuntuk imendukung isegala ikegiatan-kegiatan 

iyang iada idi iLembaga iPemasyarakatan iataupun iRumah iTahanan iNegara. iOleh 

ikarena iitu ipihak iLapas iatau iRutan iharus imengusahakan iagar isegala iperaturan 

ikeamanan idan iketertiban iyang iharus idapat iditaati ioleh iseluruh iwarga ibinaan imapun 

ipara itahanan, ihal itersebut  idapat idiwujudkan idengan ipelaksanaan isistem ikeamanan 

iyang ibaik. iKemanan iyang idimaksud ibukan ihanya isebatas ikemanan iterhadap ifisik 

imisalnya imencegah itahanan iatau inapi imelarikan idiri, itetapi ijuga iperlu idiperhatikan  

itentang ikeamanan iyang iberkaitan idengan iaspek ihukum idari itahanan iyang 

ibersangkutan. iPeran iPetugas iLapas iatau iRutan isangatlah ipenting idalam iusaha 

imenjaga ikeamanan idan iketertiban idari inarapidana iatau itahanan iyang imelakukan 

ipelanggaran itata itertib. 

 

Rutan iKelas iI i(terletak idi iibukota iprovinsi), iRutan iKelas iIIA i(terletak idi 

ikotamadya), iRutan iKelas iIIB i(terletak idi ikabupaten), idan iRutan iCabang, imenurut  

iKeputusan iMenteri iKehakiman iRepublik iIndonesia iM.04 i.OPR.07.03 iTahun i1985,  

idibagi imenjadi itiga ikelas iberdasarkan iwilayahnya,  iyang ikemudian idibagi imenjadi 

itiga iwilayah icakupan iyang iberbeda, iyaitu iRutan iKelas iI i(terletak idi ikotamadya),  

iRutan iKelas iIIB iMenurut iklasifikasi iumum, itahanan idiklasifikasikan imenjadi 

iempat ikelompok: inarapidana iAI i(tahanan ipolisi), inarapidana iAII i(tahanan 

                                                        
22Ibid. 



20 

 

ipengadilan inegeri), itahanan ipengadilan inegeri i(tahanan iAIV), idan inarapidana iAV 

i(tahanan ipengadilan inegeri). iMA/kasasi).
23

 

 

B. Pengertian iTentang iSipir 

 

Sipir imerupakan iseorang iyang ibekerja idi ipemerintahan iatau iyang ibisa idi isebut 

iAparatur iSipil iNegara iyang iberkedudukan isebagai iPegawai iPemerintahan idi iBawah 

iKementrian iHukum iDan iHam iRepublik iIndonesia iyang ibertugas idi iLembaga 

iPemasyarakatan.
24

 iSecara iumum itugas isipir iadalah mengawasi serta menjamin 

keselamatan narapidana mulai dari saat masuk hingga tidur, serta mengawasi 

aktivitas keseharian narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan 

atau rumah tahanan. Petugas sipir bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan. 

 

Peranan petugas sipir sangat penting dalam menjalankan tugasnya di lembaga 

pemasyarakatan, karena selain menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga 

berkontribusi dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh 

karenanya, profesionalisme dan integritas petugas sipir menjadi faktor krusial 

dalam mewujudkan fungsi pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan. 

 

Petugas iSipir ijuga ibertanggungjawab iuntuk imendidik inarapidana idi ipusat  

ipenahanan iatau ipenjara. iTerutama ibagi ipetugas ikeamanan idi idalam ilapas iyang 

iberhubungan ilangsung idengan inarapidana iatau itahanan. iTidak ihanya imempunyai 

itugas idan itanggung ijawab idi ibidang ikeamanan, ipetugas ikeamanan ijuga iharus 

imampu imeminimalisir ipelanggaran iyang iterjadi idi idalam ilapas iseperti iterkait  

iperedaran inarkoba.
25

 iPekerjaan ipetugas isipir ibukanlah isuatu ipekerjaan iyang 

                                                        
23Maya iShafira, iet.al. iOp.Cit. ihlm. i67 
24Nurul iHudha iKurniawan i, iDyah iListyarini, iArikha iSaputra. iPeran iSipir iTerhadap iPenerapan 

iAturan iKementrian iHukum idan iHam iNomor i6 iTahun i2013 iDalam iPenanggulangan iPenyelundupan 

iNarkoba idi ilembaga iPemasyarakatan iKelas iII iA iKendal. iCollegium iStudiosum iJournal i, iVol. i6 iNo. 

i1, iJuni i2023. iHlm. i234 
25Mohamad iYusril iF idan iWibowo, i2021. i“Peran iPetugas iPengamanan iDalam iUpaya iMeminimalisir 

iPenyeludupan iDan iPeredaran iNarkoba iDi iRutan iKelas iIi iB iSitubondo,” iJurnal iIlmiah iPublika, 

iVol.9 iNo.2, iHlm. i3 
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imudah, ipenjara imerupakan itempat  ibagi iorang-orang iyang imelakukan ikejahatan,  

isehingga ikemungkinan iterjadinya iperselisihan idan ikekacauan isangat  itinggi. 

 

Dalam pelaksanaannya, petugas sipir menghadapi berbagai tantangan yang cukup 

kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, tantangan 

seperti tekanan psikologis akibat pengawasan terus-menerus terhadap narapidana 

yang beragam latar belakang dan potensi konflik, serta risiko gangguan keamanan 

dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, memerlukan kesiapan mental 

dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan secara eksternal, petugas sipir harus 

berhadapan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai serta 

dinamika regulasi yang terus berkembang. 

 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia bagi petugas sipir menjadi sangat krusial. Pelatihan tidak hanya 

mencakup aspek teknis pengamanan dan pengawasan, tetapi juga peningkatan 

kompetensi dalam bidang psikologi, komunikasi, manajemen konflik, serta 

pemahaman mendalam terhadap regulasi pemasyarakatan. Dengan demikian, 

petugas sipir dapat menjalankan tugasnya secara profesional, humanis, dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

 

Peningkatan kapasitas ini juga harus diikuti dengan sistem evaluasi dan 

pengawasan yang ketat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas petugas 

sipir dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan serta mendukung terciptanya proses 

pembinaan narapidana yang efektif dan berkelanjutan. 

 
 i 
Terdapat ipermasalahan ipada inarapidana iyang imencoba imembawa, imengedarkan 

iatau ibahkan imenyelundupkan inarkoba ike idalam ilapas, isehingga ipetugas isipir iharus 

ilebih iwaspada idan iselalu imeningkatkan ipengawasan iagar inarkoba itersebut itetap 

iterkendali. iDalam ihal iini ipetugas isipir iharus imemiliki ilandasan ihukum iyang ikuat. 

iDalam ipenanggulangan iperedaran inarkoba, ilandasan ihukum ipetugas isipir idapat  

iberupa iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 itentang iPemasyarakatan iyang 

imenyatakan ibahwa ilembaga ipemasyarakatan imemberikan ipelayanan, ipembinaan,  
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ipembimbingan, iperawatan, ipengamanan, idan ipengamatan iyang imenjunjung itinggi 

ipenghormatan, iperlindungan, idan ipemenuhan ihak iasasi imanusia.
26

 iPekerjaan 

imenjadi isipir ibukanlah itugas iyang imudah,penjara iadalah ipenjara ibagi iorang-orang 

iyang iterlibat  idalam ikejahatan iOleh ikarena iitu, ikemungkinan ipertengkaran idan 

ikekacauan isangat itinggi. iAdapun iperan iSipir  idalam imelakukan itugasnya idalam 

imemberikan ipelayanan ibagi ipara itahanan isebagai isalah isatu isikap iyang idimiliki 

ioleh iseseorang iyang imemiliki ikedudukan iyang imenimbulkan iseseorang iharus 

imelakukan ihak- ihak idan ikewajiban isesuai ikedudukannya. 

 

Adapun imasalah iketika inarapidana iyang imencoba imembawa,mengedarkan ibahkan 

imenyeludupkan inarkoba idi idalam ilapas ioleh ikarna iitu ipetugas isipir iharus iterus 

iwaspada idan iselalau imeningkatkan ipengawasan iagar inarkoba itersebut  ibisa idi 

itangulamgi iperedaranya ibahakan isampe idengan ipenyeludupannya.  iDalam ihal iini 

isipir ipenjara iharus imemeliki ilandasan ihukum iyang ikuat idalam imenindak 

ipenyeludupan inarkoba iyaitu iyang ibisa imenjadi ilamdasan ihukum isipir  iadalah iUU 

iNomor i22 iTahun i2022 iTentang iPemasyarakatan iyaitu iLembaga iPemasyarakatan 

imelakukan iPelayanan, ipembinaan, ipembimbingan, iperawatan, ipengamanan idan 

ipengamatan iyang imenjunjung itinggi ipenghormatan, ipelindungan idan ipemenuhan 

iHak iAsasi iManusia. Kemudian iAturan iturunannya iyaitu iAturan iKemenKumHam 

iNomer i6 iTahun i2013 iTentang iTata iTertib iLembaga iPemasyarakatan iDan iRumah 

iTahanan.Sipir iLapas idapat imenindak inarapidana isesuai idengan iPasal i7 iAturan 

iKemenKumHam iNo i6 iTahun i2013 iyang imenyatakan ibahwa inarapidana iyang 

imembuat, imembawa, imenyimpan, imengedar iatau imengkonsumsi inarkotika idan 

iobat iterlarang iserta izat iadiktif ilainya idapat idijatuhi idengan ihukuman idisiplin isesuai 

iPasal i10 iayat i(3) ihuruf iH idengan ipenjatuhan ihukuman iberat idengan iHukuman 

iDisiplin itingkat iberat, imeliputi i: i 

1. Memasukkan idalam isel ipengasingan iselama i6 i(enam) ihari idan idapat  

idiperpanjang iselama i2 i(dua) ikali i6 i(enam) ihari. i 

2. Tidak imendapat  ihak iremisi, icuti imengunjungi ikeluarga, icuti ibersyarat,asimilasi,  

icuti imenjelang ibebas, idan ipembebasan ibersyarat  idalam itahun iberjalan idan 

idicatat  idalam iregister. i 

                                                        
26Hudha. iOp.Cit. iHlm. i3 
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3. Untuk ikepentingan ialasan ikepentingan ikeamanan, iseorang iNarapidan/Tahanan 

idapat idimasukkan idalam ipengasingan idan idicatat idalam iregister. i 

 

C. Pengertian iPeredaran iNarkoba 

 

Salah isatu iyang imenjadi ifokus ipemerintah idalam imemberantas idan imenindaklanjuti 

itindak ipidana ikejahatan iadalah inarkotika. iSecara ibahasa iyunani inarkotika imemiliki 

iarti i“narke” iyang imana iberarti iterbius idan itidak imerasakan iapa- iapa.
27

 iSecara 

ietimologis, inarkoba iatau inarkotika ididasarkan ipada ikata iInggris i"drug" iatau 

i"narcotics", iyang iberarti i"pereda itidur idan inyeri". iObat iprimitif iadalah iobat- iobatan 

iatau iobat ibius idalam ibahasa iyunani iyang iartinya iobat iperawatan ikarena ikurangnya 

ibukti. iObat iberasal idari iistilah i“narkotika”, iyang imemiliki iarti iuntuk 

imenghilangkan irasa inyeri idan imenyebabkan ipingsan i(pusing), iobat ibius idan iobat  

ibius. iProduk imedis iyang iditentukan ioleh iBNN. iNarkoba imerupakan isingkatan idari 

iNarkoba idan iNarkoba/Zat  iBerbahaya. iDengan ikata ilain,  iyang idicanangkan 

iKementerian iKesehatan iRepublik iIndonesia iadalah iNarkoba, isingkatan idari 

iNarkotika, iPsikotropika, idan iZat iAdiktif. iDalam idua ikata iini, i"narkoba" idan 

i"narkoba" imerujuk ipada isekelompok isenyawa iyang ibiasanya iberisiko imembuat  

ipengguna iketagihan.
28

 

 

Kamus ibahasa iIndonesia idiakhiri idengan iobat iatau ianestesi, iyang imenenangkan 

isaraf, imenghilangkan irasa isakit idan imenyebabkan ikantuk iatau imudah itersinggung.  

iDari isudut ipandang imedis, iobat iterutama iobat iyang idapat imeredakan inyeri idan 

iketidaknyamanan. iBergantung ipada iarea ivisual iatau iorgan isensorik idada idanperut, 

imereka ijuga idapat imenyebabkan ipingsan iatau ikantuk idan ikecanduan isaat isadar.  

iSingkatnya, iobat iadalah iobat iatau izat iyang imenenangkan isaraf, imenyebabkan  

ikebingungan iatau ipembiusan, imenghilangkan irasa isakit, idan imenyebabkan 

ingantuk. iNarkoba iadalah izat ikimiawi iyang idapat imenggantikan ipsikologi, iseperti 

iperasaan, ipikiran, iemosi idan iperilaku isaat imemasuki itubuh imanusia, ibaik iitu 

imakan, iminum, imenghirup, isuntikan, isuntik iinfus, idan ilain isebagainya. i 

 

                                                        
27

Citranu. iC, iTindak iPidana iNarkotika iBerdasarkan iHukum iPidana iAdat iDayak iNgaju, iJurnal iIlmu 

iHukum, iVol.6, iNo. i1, ihlm. i1-14. 
28Hesri iMinat idan iDana iBudiman, iBahaya iNakoba idan iStrategi iPenanggulananya, iJurnal 

iPengabdian iKepada iMasyarakat iAbdi iPutra, i2021, iHlm. i62-68. 
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Narkotika iadalah izat iatau iobat iyang iberasal idari itanaman iatau ibukan itanaman, ibaik 

isintesis, iyang idapat imenyebabkan ipenurunan idan iperubahan ikesadaran, ihilangnya 

irasa, imengurangi isampai imenghilangnya irasa inyeri,  idan idapat imenimbulkan 

iketergantungan. iOleh isebab iitu, ijika ikelompok izat iini idikonsumsi ioleh imanusia,  

ibaik idengan icara idihirup, idihisap, iditelan, iatau idisuntikkan, imaka izat itersebut iakan 

imempengaruhi isusunan isaraf ipusat i(otak) idan iakan imenyebabkan iketergantungan.  

iAkibatnya, isistem ikerja iotak idan ifungsi ivital iorgan itubuh ilain iseperti ijantung,  

ipernapasan, iperedaran idarah, idan ilain-lain iakan iberubah imeningkat  ipada isaat 

idikonsumsi idan iakan imenurun ipada isaat itidak idikonsumsi i(menjadi itidak iteratur).
29

 

Sebagian iorang iberpendapat  ibahwa inarkotika iberasal idari ikata i"narcissus," iyang 

iberarti isejenis itumbuh-tumbuhan iyang imempunyai ibunga iyang idapat imenyebabkan 

iorang imenjadi itidak isadarkan idiri. iM. iRidha iMa‟roef imenyebutkan ibahwa 

inarkotika iada idua imacam, iyaitu inarkotika ialam idan inarkotika isintetis. iYang 

itermasuk idalam ikategori inarkotika ialam iadalah iberbagai ijenis icandu, imorfin,  

iheroin, iganja, ihashish, ikodein, idan ikokain.
30

 

 

Menurut  iVerdoovende iMiddelen iOrdonantie iStaatblad i1972 iNo. i278 ijo. iNomor i536 

iyang itelah idiubah idan iditambah, iyang idikenal isebagai iundang-undang iobat ibius,  

inarkotika iadalah i"bahan-bahan iyang iterutama imempunyai iefek ikerja ipembiusan,  

iatau iyang idapat imenurunkan ikesadaran. iDi isamping imenurunkan ikesadaran, ijuga 

imenimbulkan igejala-gejala ifisik idan imental ilainnya iapabila idipakai isecara iterus-

menerus idan iliar, idengan iakibat iantara ilain iterjadinya iketergantungan ipada ibahan-

bahan itersebut.
31

 

 

Narkoba imengacu ipada izat iatau iobat iyang iberasal idari itumbuhan idan ibukan idari 

itumbuhan. iBaik isintetis imaupun isemi-sintetik, iobat itersebut  idapat imenyebabkan 

ipenurunan iatau iperubahan ikesadaran, ihilangnya irasa, ihilangnya iaroma, idan 

imenyebabkan ikecanduan, imerupakan ibahan ikimia iyang idiharapkan idapat 

imenyembuhkan ikesehatan. iSaat izat iini imasuk ike idalam iorgan, ifungsinya iakan 

imengalami isatu iatau ilebih iperubahan. iKemudian, isituasi iini iakan iberlanjut  

                                                        
29

Adam iChazawi, iPelajaran iHukum iPidana ibagian iI, iJakarta: iRaja iGrafindo iPersada, i2002, ihlm.71 
30Hari iSasangka, iNarkotika idan iPsikotropika iDalam iHukum iPidana, iBandung: iMandar iMaju, 

2003. ihlm. i35 
31Moh. iTaufik iMakarao, idkk., iTindak iPidana iNarkotika, iGhalia iIndonesia, iJakarta, i2003, ihlm. i19 
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idengankecanduan ifisik idan ipsikologis. iJika itubuh itidak imengizinkan izat itersebut  

iuntuk idigunakan, imaka ipenyakit  ifisik idan imental iakan iterjadi.hal iini imenimbulkan 

iefek imati irasa iyang idapat imenimbulkan iadiksi.  

 

Narkotika idalam iPasal i1 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2009 itentang 

iNarkotika imerupakan iobat-obatan iyang iberasal idari izat ikimia iatau itanaman, ibaik  

isemi isintetik imaupun isintetik. iDapat imengubah iatau imengurangi irasa isakit idan 

idapat imemicu iketagihan isecara iberlebihan. iArti idari inama inarkoba iitu isendiri 

iadalah inarkotika, ipsikotropika idan ibahan iadiktif ilainnya.
32

 iSejalan idengan ipencapat 

iahli iSoerdjono  iDirjosisworo  iyang imenyatakan ibahwa inarkotika iadalah izat iatau iobat 

iyang idapat imenimbulkan iefek itertentu ipada ipemakainya ibila idimasukan ike idalam 

itubuh. iDampak ipenggunaan izat iterlarang itersebut  iseperti itimbul iefek ipada iperasaan 

ieuforia, ianestesi, imati irasa idan imunculnya idelusi iatau ihalusinasi. 

 

Penyalahgunaan idalam iPasal i1 iButir i14 iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2009 

itentang iNarkotika iadalah iorang iyang imenggunakan inarkotika itanpa 

isepengetahuan idan ipengawasan idokter. iPenyalahgunaan isebagaimana idimaksud 

idalam iPasal i1 iButir i14 idi iatas idalam ikonsep iHukum iPidana iNasional iadalah 

imerupakan isalah isatu ibentuk itindak ipidana idi ibidang inarkotika. iDengan idemikian  

isetiap ipenyalahgunaan idalam ikonsep iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2009 

itentang iNarkotika iadalah isuatu iperbuatan itanpa ihak idan imelawan ihukum,  isehingga 

iakibat iperbuatan itersebut  idapat idimintakan ipertanggungjawaban ipidananya. i 

 

Pengaturan imengenai itindak ipidana iterhadap ipenyalahguna inarkotika idalam 

iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2009 itentang iNarkotika iterdapat  ipada iPasal i127 

iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2009 itentang iNarkotika imenyatakan ijenis 

inarkotika idapat idibedakan imenjadi i3 i(tiga) igolongan, iantara ilain: 

a. Narkotika iGolongan iI 

Narkotika igolongan iI iadalah iobat iyang idigunakan ihanya iuntuk ipengembangan iilmu 

ipengetahuan, ibukan iuntuk ipenggunaan iteraputik, idan isangat  iadiktif. 

 

                                                        
32Hariyono, iB, iKebijakan iFormulasi iSanksi iPidana iterhadap iPelaku iTindak iPidana iNarkoba idi 

iIndonesia, iDoctoral iDessertation, iSemarang, iProgram iPascasarjana iUniversitas iDiponegoro. 
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b. Narkotika iGolongan iII 

Narkotika igolongan iII iadalah iobat idengan iefek iterapeutik, ipaga igolongan iII iini 

idigunakan isebagai iupaya iterakhir, idapat idigunakan idalam iterapi imaupun iuntuk 

ipengembangan iilmu ipengetahuan idan isangat  iadiktif. 

c. Narkotika iGolongan iIII 

Narkotika igolongan iIII iadalah izat inarkotika iyang imempunyai iefek iterapeutik iyang 

ibanyak idigunakan iuntuk itujuan ipengobatan iserta ipengembangan iilmu ipengetahuan 

idan ipotensi ikecanduan iringan. 

 

Dalam imemutus iperkara isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1), ihakim iwajib 

imemperhatikan iketentuan isebagaimana idimaksud idalam iPasal i54, iPasal i55 idan 

iPasal i103. iDalam ihal ipenyalahguna isebagaimana idimaksud ipada iAyat i(1) idapat 

idibuktikan iatau iterbukti isebagai ikorban ipenyalahgunaan iNarkotika, iPenyalahguna 

itersebut  iwajib imenjalani irehabilitasi imedis idan irehabilitasi isosial. 

 

Regulasi iterhadap iperedaran inarkotika imerupakan ibagian iintegral idari ikebijakan 

inasional idalam irangka ipengendalian, ipengawasan, idan ipencegahan 

ipenyalahgunaan izat iadiktif, isebagaimana idiatur idalam iUndang-Undang iRepublik 

iIndonesia iNomor i35 iTahun i2009 itentang iNarkotika. iPengaturan iini imencakup 

iklasifikasi inarkotika ike idalam itiga igolongan iberdasarkan itingkat ipotensi iadiktif idan 

imanfaat imedisnya, iserta imenetapkan ibatasan-batasan iyang itegas iterkait idengan 

iproduksi, idistribusi, ikepemilikan, idan ipenggunaan inarkotika. iTujuan iutama idari 

iregulasi iini iadalah iuntuk imenjamin ibahwa inarkotika ihanya idigunakan iuntuk 

ikepentingan imedis idan iilmu ipengetahuan, isekaligus imencegah ipotensi 

ipenyalahgunaan idan iperedaran igelap iyang idapat imengancam iketertiban iumum idan 

ikeselamatan igenerasi ibangsa. 

 

Dalam ikonteks ioperasional,  iregulasi iini imenempatkan iperan istrategis ipada ilembaga 

ifarmasi, iapotek, irumah isakit, iserta iinstansi ipemerintah, iseperti iBadan iNarkotika  

iNasional i(BNN) idan iKementerian iKesehatan, idalam imenjalankan isistem 

ipengawasan idan ipelaporan. iMekanisme iini imeliputi ipersyaratan iketat iuntuk iresep 

idokter, ipendistribusian iyang iterkontrol, iserta iaudit iberkala iguna imemastikan itidak 

iterjadi ipenyimpangan iatau ipenyalahgunaan. iDi isisi ilain, iaparat ipenegak ihukum 



27 

 

idiberikan ikewenangan irepresif idan ipreventif idalam imelakukan ipenindakan 

iterhadap isegala ibentuk ipelanggaran iterhadap iketentuan inarkotika, itermasuk  

ipenyelundupan, iproduksi iilegal, iserta ipenggunaan inon-medis. 

 

Peredaran inarkotika isecara iilegal itelah iterbukti imenimbulkan ikonsekuensi isosial 

iyang idestruktif. iPenyalahgunaan inarkotika imemiliki ikorelasi itinggi idengan 

imeningkatnya itindak ikriminalitas, ipenurunan ikualitas ihidup, imeningkatnya iangka 

ipengangguran, ikerusakan istruktur ikeluarga, iserta imelemahnya idaya itahan isosial 

imasyarakat. iDalam ibanyak ikasus, ipengguna inarkotika iterlibat idalam ikejahatan 

isekunder, iseperti ipencurian, ipenganiayaan, ihingga ikekerasan idalam irumah itangga 

i(KDRT), iyang imemperparah idampak inegatif iterhadap ilingkungan isosial.  iLebih idari 

iitu, imasyarakat  iyang iterdampak isering ikali imengalami istigma idan imarginalisasi,  

isehingga iupaya irehabilitasi isosial imenjadi itantangan iyang ikompleks idan 

imemerlukan ipendekatan imultidisipliner. 

 

Dalam iupaya imenanggulangi imasalah iini,  iprogram-program ipencegahan inarkotika 

imenjadi isangat ikrusial. iPencegahan idilakukan imelalui ipendekatan iedukatif,  

ipromotif,  idan ipartisipatif,  idengan ifokus ipada ipeningkatan ikesadaran imasyarakat  

itentang ibahaya inarkoba, ipembentukan iketahanan ikeluarga idan iindividu, iserta 

ipenyediaan iakses iterhadap ilayanan irehabilitasi. iPendidikan ipublik imelalui 

ikampanye inasional, iseminar, ipelatihan idi isekolah idan ikomunitas, iserta ipenyebaran 

iinformasi iberbasis imedia idigital imenjadi iinstrumen ipenting idalam istrategi ipreventif 

iini. 

 

Keberhasilan iprogram ipencegahan imemerlukan ikolaborasi ilintas isektor, imelibatkan 

ipemerintah ipusat idan idaerah, ilembaga iswadaya imasyarakat, itokoh iagama, itokoh 

imasyarakat, idunia ipendidikan, iserta isektor iswasta. iHal iini isejalan idengan 

ipendekatan iwhole-of-government  idan iwhole-of-society iyang imenekankan 

ipentingnya isinergi idan ipartisipasi iaktif iseluruh ielemen ibangsa idalam imemerangi 

inarkotika. iDalam iperspektif ihukum, iupaya ipreventif iini iturut imendukung iprinsip  

ipenal iminimalism,  iyaitu ibahwa ihukum ipidana idigunakan isebagai iupaya iterakhir  

i(ultimum iremedium), idan iprioritas iutama itetap ipada ipencegahan idan irehabilitasi. 
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Dengan idemikian, iregulasi iperedaran inarkotika ibukan ihanya ipersoalan ihukum 

iformal,  itetapi ijuga ibagian idari ikebijakan ipublik iyang iholistik, iyang imencakup 

iaspek ikesehatan, isosial, iekonomi, idan ipendidikan. iPendekatan iyang iintegratif idan 

iberbasis ihak iasasi imanusia idiperlukan iuntuk imembangun isistem iketahanan 

inasional iyang ikuat iterhadap iancaman inarkotika, iserta imenjamin iperlindungan idan 

ipemulihan ibagi iindividu idan imasyarakat  iyang iterdampak. 

 

D. Pengertian iPenegakan iHukum iPidana 

 

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit 

oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah 

pelaksanaan peraturan-peraturan pidana yang berlaku. Penegakan hukum 

merupakan suatu sistem yang melibatkan penyesuaian antara nilai-nilai dengan 

kaidah serta perilaku nyata manusia dalam masyarakat. 

 

Penegakan hukum pidana terdiri dari rangkaian proses yang saling terkait, dimulai 

dari penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, hingga diakhiri 

dengan pemasyarakatan terhadap terpidana. Keseluruhan proses ini harus 

dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang 

berlaku untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.
33

 

 

Penegakan ihukum iadalah iproses idilakukannya  iupaya iuntuk itegaknya iatau 

iberfungsinya inorma-norma ihukum isecara inyata isebagai ipedoman iperilaku idalam 

ilalu ilintas iatau ihubungan-hubungan ihukum idalam ikehidupan ibermasyarakat  idan 

ibernegara.
34

 i iApa iyang idiartikan iorang iselama iini isebagai ipenegakan ihukum i(law 

ienforcemet) isepertinya ihanya itertuju ipada itindakan irefresif idari iaparat ipenegak 

ihukum idalam imelakukan ireaksi itegas iterhadap ipenindakan ipelaku ikriminal.  

iPenegakan ihukum ipidana imerupakan isatu ikesatuan iproses idiawali idengan 

ipenyidikan, ipenangkapan, ipenahanan, iperadilan iterdakwa idan idiakhiri idengan 

ipemasyarakatan iterpidana.
35 Penegakan hukum secara konkrit merupakan 
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penerapan hukum positif dalam praktik sebagaimana mestinya harus dipenuhi. 

Oleh karena itu, pemberian keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan 

hukum secara in concreto, yakni dengan mempertahankan dan menjamin 

ditaatinya hukum materiil melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum 

formal. 

 

Proses ini menegaskan pentingnya keselarasan antara norma hukum yang tertulis 

dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga tercipta kepastian hukum dan 

keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, 

penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dan responsif 

terhadap kondisi konkret di masyarakat.
36

 iPenegakan ihukum iadalah ikegiatan 

imenyerasikan ihubungan inilai-nilai iyang iterjabarkan idalam ikaidah-kaidah imantap 

idan isikap itindak isebagai irangkaian ipenjabaran inilai itahap iakhir iuntuk imenciptakan,  

imemelihara idan imempertahankan ikedamaian ipergaulan ihidup. 

 

Pemaknaan ipenegakan ihukum isecara idemikian iitu isangat isempit, ioleh ikarena 

ikewenangan ipenegakan ihukum ihanya iseakan imenjadi itanggung ijawab iaparat 

ihukum isemata. iSebenarnya ipenegakan ihukum idalam ikonteks iyang iluas iberada ipada 

iranah itindakan, iperbuatan iatau iperilaku inyata iatau ifaktual iyang ibersesuaian idengan 

ikaidah iatau inorma iyang imengikat. iNamun idemikian, idalam iupaya imenjaga idan 

imemulihkan iketertiban idalam ikehidupan isosial imaka ipemerintahlah iactor 

isecurity.
37

 iHakikatnya ipenegakan ihukum imewujudkan inilai-nilai iatau ikaidah-

kaidah iyang imemuat  ikeadilan idan ikebenaran, ipenegakan ihukum ibukan ihanya  

imenjadi itugas idari ipara ipenegak ihukum iyang isudah idikenal isecara ikonvensional,  

itetapi ijuga imenjadi itugas idari isetiap iorang. iMeskipun idemikian idalam ikaitannya 

idengan ihukum ipublik ipemerintahanlah iyang ibertanggung ijawab. iPada ihakikatnya 

ipenegakan ihukum imerupakan ipenegakan iide-ide iatau ikonsep-konsep itentang 

ikeadilan, ikebenaran, ikemanfaatan isosial, idan isebagainya. iSehingga ipenegakan 

ihukum imerupakan iusaha iuntuk imewujudkan iide idan ikonsep-konsep imenjadi 

ikenyataan. 
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37Mahmud, iRevitalisasi iAlas iFilosofis iTujuan iPemidanaan idalam iPenegakan iHukum iPidana 
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Menurut  iperspektif iakademik, ipenegakan ihukum idiartikan isebagai ikegiatan 

imenyerasikan inilai-nilai iyang iterjabarkan idalam ikaidah-kaidah/pandangan-

pandangan imenilai iyang imantap imengejewantah idari isikap itindak isebagai 

irangkaian ipenjabaran inilai itahap iakhir, iuntuk imenciptakan, imemelihara idan 

imempertahankan iperdamaian ipergaulan ihidup.
38

 i 

 

Apabila iditinjau iberdasarkan isubjeknya, ipenegakan ihukum iitu idapat idilakukan ioleh 

isubjek iyang iluas idan idapat ipula idiartikan isebagai iupaya ipenegakan ihukum ioleh 

isubjek idalam iarti iyang iterbatas iatau isempit. iDalam iarti iluas, iproses ipenegakan 

ihukum iitu imelibatkan isemua isubjek ihukum idalam isetiap ihubungan ihukum. iSiapa 

isaja iyang imenjalankan iaturan inormatif iatau imelakukan isesuatu iatau itidak 

imelakukan isesuatu idengan imendasarkan idiri ipada inorma iaturan ihukum iyang  

iberlaku, iberarti idia imenjalankan iatau imenegakkan iaturan ihukum.  iDalam iarti 

isempit, idari isegi isubjeknya iitu, ipenegakan ihukum iitu ihanya idiartikan isebagai iupaya  

iaparatur ipenegakan ihukum itertentu iuntuk imenjamin idan imemastikan ibahwa isuatu 

iaturan ihukum iberjalan isebagaimana iseharusnya. iUpaya idalam imemastikan 

itegaknya ihukum iitu iapabila idiperlukan iaparatur ipenegak ihukum i idiperkenankan  

iuntuk imenggunakan idaya ipaksa.
39

 

 

Pengertian ipenegakan ihukum iitu idapat ipula iditinjau idari isudut iobjeknya, iyaitu idari 

isegi ihukumnya. iDalam ihal iini, ipengertiannya ijuga imencakup imakna iyang iluas idan 

isempit. iDalam iarti iluas, ipenegakan ihukum iitu imencakup ipula inilai-nilai ikeadilan 

iyang iterkandung idi idalamnya ibunyi iaturan iformal imaupun inilai-nilai ikeadilan iyang 

ihidup idalam imasyarakat. iTetapi, idalam iarti isempit, ipenegakan ihukum iitu ihanya  

imenyangkut  ipenegakan iperaturan iyang iformal idan itertulis isaja. iKarena iitu,  

ipenerjemahan ilaw ienforcement ike idalam ibahasa iIndonesia idalam imenggunakan 
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iperkataan ipenegakan ihukum idalam iarti iluas idan idapat ipula idigunakan iistilah 

i„penegakan iperaturan‟ idalam iarti isempit.
40

 i 

 

Tugas iutama ipenegakan ihukum iadalah iuntuk imewujudkan ikeadilan, ikarenanya  

idengan ipenegakan ihukum iitulah ihukum imenjadi ikenyataan. iTanpa ipenegakan 

ihukum, imaka ihukum itak iubahnya ihanya imerupakan irumusan itekstual iyang itidak  

ibernyali, iyang ioleh iAchmad iAli ibiasa idisebut  idengan ihukum iyang imati. iKonsep 

ipenegakan ihukum iyang ibersifat  itotal, imenuntut  iagar isemua inilai iyang iada idibalik  

inorma ihukum iturut  iditegakkan itanpa ikecuali. iKonsep iyang ibersifat ifull 

imenghendaki iperlunya ipembatasan idari ikonsep itotal idengan isuatu ihukum iformil 

idalam irangka iperlindungan ikepentingan iindividual. iKonsep ipenegakan ihukum 

iaktual imuncul isetelah idiyakini iadanya idiskresi idalam ipenegakan ihukum ikarena 

iketerbatasan-keterbatasan iyang iada idan ikurangnya iperan iserta imasyarakat.
41

 i 

 

Aparatur ipenegak ihukum imencakup ipengertian imengenai iinstitusi ipenegak ihukum 

idan iaparat i(orangnya) ipenegak ihukum.  iDalam iarti isempit, iaparatur ipenegak ihukum 

iyang iterlibat  idalam iproses itegaknya ihukum iitu, idimulai idari isaksi,  ipolisi,  ipenasehat 

ihukum, ijaksa, ihakim,  idan ipetugas isipir ipemasyarakatan. iDalam iproses ibekerjanya 

iaparatur ipenegak ihukum iitu, iterdapat itiga ielemen ipenting iyang imempengaruhi,  

iyaitu: 

1. institusi ipenegak ihukum ibeserta iberbagai iperangkat  isarana idan iprasarana 

ipendukung idan imekanisme ikerja ikelembagaannya. 

2. budaya ikerja iyang iterkait idengan iaparatnya,termasuk imengenai ikesejahteraan 

iaparatnya. 

3. perangkat iperaturan iyang imendukung ibaik ikinerja ikelembagaannya imaupun 

iyang imengatur imateri ihukum iyang idijadikan istandar ikerja,baik ihukum 

imaterielnya iaupun ihukum iacaranya. i

42
 i 
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Upaya ipenegakan ihukum isecara isistemik iharuslah imemperhatikan iketiga iaspek iitu 

isecara isimultan, isehingga iproses ipenegakan ihukum idan ikeadilan iitu isendiri isecara 

iinternal idapat idiwujudkan isecara inyata. 

 

 

E. Faktor-Faktor iYang iMempengaruhi iPenegakan iHukum iPidana 

 

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan 

penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 

diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. 

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, melahirkan dan mempertahakan kedamaian pergaulan yang tumbuh 

di dalam masyarakat. Penegakan ihukum ibukanlah isemata-mata iberarti ihanya ipada 

ipelaksanaan iperundang-undangan isaja iatau iberupa ikeputusan-keputusan iyang 

idiputus ioleh ihakim. iMasalah ipokok iyang imelanda ipenegakan ihukum iyakni iterdapat  

ipada ifaktor-faktor iyang imempengaruhinya isecara ilangsung imaupun itidak 

ilangsung. iFaktor-faktor itersebut  imempunyai iarti iyang inetral isehingga idapat  

imenyebabkan idampak ipositif imaupun idampak inegatif. iMasalah ipenegakan ihukum 

iadalah iterletak ipada ifaktor-faktor iyang imempengaruhinya. iFaktor-faktor itersebut  

imempunyai iarti iyang inetral, isehingga idampak ipositif iatau idampak inegatifnya 

iterletak ipada iisi ifaktor-faktor itersebut.
43

 

 

1. Faktor iHukum i(perundang-undangan) 
 i 
Praktik penyelenggaraan hukum yang ada tidak jarang terjadi pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang 

memiliki arti suatu rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Undang-undang 

idiartikan idalam iarti imaterial iadalah iperaturan itertulis iyang iberlaku iumum idan 
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idibuat ioleh ipenguasa ipusat imaupun idaerah iyang isah. iUndang-undang idalam iarti 

imaterial imencakup: i 

a. Peraturan ipusat iyang iberlaku iuntuk isemua iwarga inegara iatau ibagi isemua 

igolongan itertentu isaja imaupun iyang iberlaku iumum idi isebagian iwilayah 

inegaranya; i 

b. Peraturan isetempat  iyang ihanya iberlaku iuntuk iumum idi isuatu itempat iatau idaerah 

itertentu isaja. iMengenai iberlakunya iundang-undang, iterdapat  ibeberapa iasas 

iyang itujuannya iagar iundang-undang itersebut  iberdampak ipositif. iAsas itersebut  

iantara ilain: i 

1) Undang-undang itidak iberlaku isurut. iArtinya iundang-undang ihanya iboleh 

iditerapkan iterhadap iperistiwa iyang itersebut idi idalam iundang-undang iserta 

iterjadi isetelah iundang-undang idinyatakan iberlaku; 

2) Undang-undang idi ibuat ioleh iPenguasa iyang itinggi idan imempunyai 

ikedudukan iyang ilebih itinggi ipula; 

3) Undang-undang iyang ibersifat ikhusus imenyampingkan iundang- iundang 

iyang ibersifat  iumum iapabila ipembuatnya isama; 

4) Undang-undang iyang iberlaku ibelakangan, imembatalkan iundang- iundang 

iyang iberlaku iterdahulu; 

5) Undang-undang itidak idapat idiganggu igugat; 

6) Undang-undang imerupakan isarana iuntuk imencapai ikesejahteraan ispiritual 

idan imateriel ibagi imasyarakat  imaupun ipribadi imelalui ipelestarian imaupun 

ipembaharuan i(inovasi). 

 

Permasalahan ilain iyang ikerap idijumpai idalam iperaturan iperundang-undangan 

iadalah iadanya iundang-undang iyang ibelum imempunyai iperaturan ipelaksanaan,  

ipadahal ididalam iundang-undang itersebut idiperintahkan idemikian. iTidak iadanya  

iperaturan ipelaksnaan iakan imengganggu ikeserasian iantara iketertiban idengan 

ikententraman. iPersoalan ilain iyang imungkin itimbul idi idalam iundang-undang iadalah 

iketidakjelasan ididalam ikata-kata iyang idipergunakan idalam iperumusan iPasal-Pasal.  

iKemungkinan ihal iitu idisebabkan ikarena ipenggunaan ikata-kata iyang iartinya idapat  

iditafsirkan isecara iluas isekali iatau ikarena iterjemahan ibahasa iasing iyang ikurang i 

itepat. iDengan idemikian idapat iditarik ikesimpulan ibahwa igangguan imaupun 
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ihambatan iterhadap ipenegakan ihukum iyang iberasal idari iundang-undang idisebakan 

ikarena: i 

a. Tidak idiikutinya iasas-asas iberlakunya iundang- iundang; 

b. Belum iadanya iperaturan ipelaksanaan iyang isangat idibutuhkan iuntuk 

imenetapkan iundang-undang; 

c. Ketidakjelasan iarti ikata-kata ididalam iundang-undang iyang imengakibatkan 

ikesimpangsiuran ididalam ipenafsiran iserta ipenerapannya. i 

 

2. Faktor iPenegak iHukum i 

 

Istilah ipenegakan ihukum imencakup imereka iyang isecara ilangsung imaupun itidak 

ilangsung iberkecimpung idibidang ipenegakan ihukum, iseperti idibidang ikehakiman,  

ikejaksaan, ikepolisian, ikepengacaraan, idan ipemasyarakatan. iPenegak ihukum 

imerupakan igolongan ipanutan idalam imasyarakat iyang isudah iseharusnya 

imempunyai ikemampuan-kemampuan itertentu iguna imenampung iaspirasi 

imasyarakat. iPenegak ihukum iharus ipeka iterhadap imasalah-masalah iyang iterjadi idi 

isekitarnya idengan idilandasi isuatu ikesadaran ibahwa ipersonalan itersebut iada 

ihubungannya idengan ipenegakan ihukum iitu isendiri. iSecara isosiologis imaka isetiap 

ipenegak ihukum itersebut  imempunyai ikedudukan i(status)  idan iperanan i(role).  

iKedudukan i(status) imerupakan iposisi itertentu ididalam istruktur ikemasyarakatan 

iyang imungkin itinggi isedang iatau irendah. iKedudukan itersebut  isebenarnya  

imerupakan isebuah iwadah iyang iisinya iadalah ihak idan ikewajiban itertentu. iSuatu 

iperan idapat ididefinisikan ikedalam iunsur-unsur  iyang idapat idiuraikan isebagai 

iberikut: i 

a. Peranan iyang iideal i(ideal irole); 

b. Peranan iyang iseharusnya i(expected irole); i 

c. Peranan iyang idianggap ioleh idiri isendiri i(perceived irole); 

d. Peranan iyang isebenarnya idilakukan i(actual irole).
44

 i 

 

Seorang ipenegak ihukum isebagimana ihalnya idengan iwarga imasyarakat  ilainnya  

imempunyai ikedudukan idan iperanan isekaligus. iDengan idemiikian itidaklah imustahil 

ibahwa iantara ipelbagai ikedudukan idan iperanan itimbul ikonflik i(status iconflict idan 

iconflict iof iroles). iKalau idi idalam ikenyataannya iterjadi isuatu ikesenjangan iantara 
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iperan iyang iseharusnya idengan iperanan iyang isebenanya idilakukan iatau iperanan 

iaktual imaka iakan iterjadi isuatu ikesenjangan iperan. i 

 

Pembahasan imengenai ipenegak ihukum isebenarnya ilebih ibanyak itertuju ipada 

idiskresi. iPenegak ihukum imerupakan igolongan ipanutan idalam ikehidupan 

imasyarakat  iyang ihendaknya imempunyai ikemampuan-kemampuan itertentu, isesuai 

idengan iaspirasi imasyarakat. iOleh ikarena iitu igolongan ipanutan iini iharus idapat 

imemilih iwaktu idan ilingkungan iyang itepat idi idalam imemperkenalkan inorma-norma 

iatau ikaidah-kaidah ihukum iyang ibaru, iserta imemberikan iketeladanan iyang ibaik.  

iHambatan iyang idijumpai ipada ipenerapan idari iperanan iyang iseharusnya idimiliki 

ioleh igolongan ipanutan iatau ipenegak ihukum iini iberasal idari idirinya isendiri iatau 

ilingkungannya. i 

 

3. Faktor iSarana iatau iFasilitas i 

 

Tanpa iadanya isarana iatau ifasilitas itertentu imaka itidak imungkin ipenegakan ihukumn 

iakan iberlangsung idengan ilancar. iSarana iatau ifasilitas itersebut  ianatara ilain 

imencakup itenaga imanusia iyang iberpendidikan idan iterampil. iOrganisasi iyang ibaik,  

iperalatan iyang imemadai, ikeuangan iyang icukup idan iseterusnya. iKepastian idan 

ikecepatan ipenanganan iperkara isenantiasa itergantung ipada imasukan isumber idaya 

iyang idiberikan idi idalam iprogram-program ipencegahan idan ipemberantasan 

ikejahatan iseiting idengan iperkembangan iilmu ipengetahuan idan itekhnologi. iDengan 

idemikian isarana-fasilitas imempunyai iperanan iyang isangat ipenting idi idalam 

ipenegakan ihukum.  iTanpa iadanya isarana iatau ifasilitas itersebut itidak imungkin 

ipenegak ihukum imenyerasikan iperanan iyang iseharusnya idengan iperanan iyang 

iaktual. iDengan idemikian iagar ipenegakan ihukum iberjalan ilancar isebaiknya iuntuk 

imelengkapi isarana idan ifasilitas idalam ipenegakan ihukum iperlu idianut  ijalan ipikiran 

isebagai iberikut: 

a. Yang itidak iada, iharus idiadakan idengan iyang ibaru; 

b. Yang irusak iatau isalah, iharus idiperbaiki iatau idibetulkan; 

c. Yang ikurang, iharus iditambah; 

d. Yang imacet iharus idilancarkan; 

e. Yang imundur iatau imerosot, iharus idimajukan idan iditingkatkan. 
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4. Faktor iMasyarakat  i 

 

Penegakan ihukum iberasal idari imasyarakat  idan ibertujuan iuntuk imencapai 

ikedamaian imasyarakat. iOleh ikarena iitu idari isudut ipandang itertentu imasyarakat  

idapat imempengaruhi ipenegakan ihukum.  iDari isudt isistem isosial idan ibudaya,  

iIndonesia imerupakan isuatu imasyarakat  imajemuk i(plural isociety) iterdapat  ibanyak 

igolongan ietnik idan ikebudayaan-kebudayaan ikhusus. iMasyarakat  idapat 

imempengaruhi ipenegakan ihukum. iPenegakan ihukum ibukanlah imerupakan isuatu 

ikegiatan iyang iberdiri isendiri imelainkan imempunyai ihubungan itimbal ibalik iyang 

ierat idengan imasyarakat. i 

 

Mewujudkan isuatu ikedamaian iharus iada ikepatuhan iyang iberasal idari imasyarakat  

idan ikepatuhan itersebut  iditentukan ioleh ikesadaran ihukum. iKesadaran ihukum 

imerupakan inilai-nilai iyang iterdapat ididalam idiri imanusia itentang ihukum iyang iada 

iatau itentang ihukum iyang idiharapkan iakan iada. iDalam imelaksanakan ipenegakan 

ihukum iselain ifaktor ikesadaran ihukum imasyarakat  iperlu imemperhatikan inilai-nilai 

ibudaya imasyarakat  isetempat. iakibat idari ilingkungan. i 

 

Penerapan ikekerasan iharus idapat idicegah ikarena idapat imemberikan igambaran iyang  

ikeliru imengai ihukum iyang iidentik idengan ipenegak ihukum. iDisinilah iletak imasalah 

ifaktor imasyarakat  ididalam ikaitannya idengan ipenegakan ihukum.  iAnggapan 

imasyarakat  ibahwa ihukum iidentik idengan ipenagak ihukum i(atau isebaliknya)  

imengakibatkan iharapan-harapan iyang itertuju ipada iperan iaktual ipenegak ihukum 

imenjadi iterlampau ibanyak. i 

 

Pada isetiap itindak ipidana iatau iusaha idalam irangka ipenegakan ihukum,  itidak 

isemuanya idapat iditerima imasyarakat  isebagai isikap itindak iyang ibaik, iada ikalanya 

iketaatan iterhadap ihukum iyang idilakukan idengan ihanya imengenengahkan isanksi-

sanksi inegatif iyang iberwujud ihukuman iatau ipenjatuhan-penjatuhan ipidana iapabila 

itidak idipatuhi idan idilanggar ioleh imasyarakat. iHal iitu imenimbulkan iketakutan ibagi 

imasyarakat  iterhadap ipara ipenegak ihukum isemata iatau ipetugasnnya isaja. iFaktor-
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faktor iyang imemungkinkan imendekatnya ipenegak ihukum ipada ipola iisolasi 

iadalah:
45

 

a. Pengalaman idari iwarga imasyarakat  iyang ipernah iberhubungan idengan ipenegak  

ihukum idan imerasakan iadanya isuatu iintervensi iterhadap ikepentingan-

kepentingan ipribadinya iyang idianggap isebagai igangguan iterhadap iketentraman 

i(pribadi). 

b. Peristiwa-peristiwa iyang iterjadi iyang imelibatkan ipenegak ihukum idalam 

itindakan ikekerasan idan ipaksaan iyang imenimbulkan irasa isakit ibagi imasyarakat  

iyang iberhubungan ilansung. 

c. Pada imasyarakat  iyang imempunyai itaraf istigmatisasi iyang irelatif itinggi iatau icap 

iyang inegatif ipada imasyarakat  iyang ipernah iberhubungan ilangsung idengan 

ipenegak ihukum. 

d. Adanya ihaluan itertentu idari iatasan ipenegak ihukum iagar imembatasi ihubungan 

ilangsung idengan iwarga imasyarakat, ioleh ikarena iada igolongan-golongan itertentu 

iyang ididuga ikuat iakan idapat imemberikan ipengaruh iburuk ikepada ipenegak 

ihukum. 

 

5. Faktor iKebudayaan i 

 

Faktor ikebudayaan isebenarnya isatu idengan imasyarakat  itetapi idalam ipembahasan 

idiketengahkan imasalah isistem inilai-nilai iyang imenjadi iinti idari ikebudayaan 

ispiritual iatau inon imateriel. iKebudayaan i(sistem) ihukum ipada idasarnya imencakup  

inilai-nilai iyang imendasari ihukum iyang iberlaku, inilai-nilai iyang imerupakan 

ikonsepsi-konsepsi iabstrak imengenai iapa iyang iseharusnya idianggap ibaik i(sehingga 

idianuti) idan iapa iyang idianggap iburuk i(sehingga idihindari). iNilai-nilai itersebut  

imerupakan ipasangan inilai iyang imencerminkan idua ikeadaan iekstrim iyang iharus 

idiserasikan. i 

 

Dalam iteori idan ipraktik ihukum, inilai-nilai ifundamental imemiliki iperan isentral 

isebagai idasar ipembentukan, ipelaksanaan, idan ievaluasi inorma ihukum. iDi iantara 

ipasangan inilai iyang imemiliki irelevansi isignifikan idalam ikonteks ihukum iadalah:  

inilai iketertiban idan iketentraman; inilai ijasmaniah i(kebendaan) idan irohaniah 

i(keakhlakan); iserta inilai ikelanggengan i(konservatisme) idan ikebaruan i(inovatisme). 

 

Pertama, ipasangan inilai iketertiban idan iketentraman imerupakan inilai-nilai iyang 

isecara iinheren iberkaitan idengan ifungsi idasar ihukum, iyaitu imenciptakan istabilitas  

isosial idan imenjamin iperlindungan ihak-hak iindividu. iNilai iketertiban imenekankan 

                                                        
45Soerjono iSoekamto, iIbid, ihlm i70. 
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ipada iketeraturan ieksternal idalam ikehidupan ibermasyarakat  imelalui ikepatuhan 

iterhadap inorma idan iperaturan iyang iberlaku.  iSementara iitu, iketentraman 

imencerminkan ikondisi ipsikologis iindividu iatau imasyarakat  iyang ibebas idari 

iancaman, ikekhawatiran, iserta ikonflik, ibaik ieksternal imaupun iinternal. iSecara 

ikonseptual, ikedua inilai iini idapat idisejajarkan idengan idikotomi iantara ikepentingan 

iumum idan ikepentingan ipribadi. iDalam ipraktiknya, ihukum iberfungsi isebagai 

imekanisme iuntuk imenyeimbangkan idan imerekonsiliasi idua ikutub itersebut isecara 

iadil idan iproporsional. 

 

Kedua, ipasangan inilai ijasmaniah i(kebendaan) idan inilai irohaniah i(keakhlakan)  

imenggambarkan idimensi imaterial idan iimmaterial idalam ikehidupan ihukum. iNilai 

ikebendaan iberkaitan idengan iperlindungan iterhadap ihak imilik, iobjek ifisik, idan 

ikepentingan iekonomi, isedangkan inilai ikeakhlakan iberkaitan idengan inorma-norma 

ietis iyang imenjiwai ikaidah ihukum, iseperti ikeadilan, ikejujuran, idan iintegritas.  

iKeduanya ibersifat iuniversal, inamun iimplementasinya idalam isistem ihukum isuatu 

inegara isering ikali idipengaruhi ioleh ifaktor-faktor ihistoris, isosial, idan ibudaya iyang 

iberagam, isehingga imenimbulkan ivariasi idalam ipenekanannya. 

 

Ketiga, ipasangan inilai ikonservatisme i(kelanggengan) idan iinovatisme i(kebaruan)  

imencerminkan idinamika iantara istabilitas idan iperubahan idalam isistem ihukum.  iDi 

isatu isisi,  ihukum isering idipandang isebagai iinstitusi iyang ikonservatif, ibertugas 

imenjaga istatus iquo idan imempertahankan itatanan iyang iada. iDi isisi ilain,  iterdapat  

ipandangan ibahwa ihukum ijuga iberperan isebagai iagen iperubahan isosial i(law ias ia 

itool iof isocial iengineering), iyakni iberfungsi imendorong itransformasi imasyarakat  

imelalui ipengaturan ibaru iyang iprogresif idan iadaptif iterhadap iperkembangan izaman.  

iDengan idemikian, ihukum itidak ihanya iresponsif iterhadap iperubahan, itetapi ijuga  

iproaktif idalam imenciptakan istruktur isosial iyang ilebih iadil idan iberkelanjutan. 

 

Secara ikeseluruhan, ipasangan-pasangan inilai itersebut  imerefleksikan ikarakter 

idualistik idari ihukum isebagai isuatu isistem inormatif iyang ihidup idan iberkembang.  

iKeselarasan iantara inilai-nilai itersebut  isangat ibergantung ipada ikonteks ikebudayaan,  

istruktur isosial, iserta isistem inilai imasyarakat  itempat ihukum iitu iditerapkan. iOleh 

ikarena iitu, ipemahaman iyang imendalam iterhadap idimensi ifilosofis idan isosiologis 
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idari inilai-nilai ihukum imenjadi iprasyarat  ibagi ipembentukan ihukum iyang iefektif idan 

iberkeadilan. 

 

Faktor-faktor itersebut  iyang itelah idiuraikan imenjadi i5 i(lima) imempunyai ipengaruh 

iterhadap ipenegakan ihukum, ibaik ipengaruh ipositif imaupun ipengaruh iyang ibersifat  

inegatif. iDalam ihal iini ifaktor ipenegakan ihukum ibersifat  isentral. iHal iini idisebabkan 

ikarena iundang-udang iyang idisusun ioleh ipenegak ihukum, ipenerapannya  

idilaksanakan ioleh ipenegak ihukum iitu isendiri idan ipenegak ihukum idianggap isebagai 

igolongan ipanutan ihukum ioleh imasyarakat  iluas.  iHukum iyang ibaik imerupakan 

ihukum iyang imendatangkan ikeadilan idan ikebemanfaatan ibagi imasyarakat. 

iPenetapan itentang iperilaku iyang imelanggatr ihukum isenantiasa idilengkapi idengan 

ipembentukan iorgan-organ ipenegakannya. iHal iini itergantung ipada ibeberapa ifaktor, 

idiantaranya:
46

 

a. Harapan imasyarakat  iyakni iapakah ipenegakan ihuum itersebut isesuai iatau itidak 

idengan inilai-nilai imasyarakat. 

b. Adanya imotivasi iwarga imasyarakat  iuntuk imelaporkan iterjadinya iperbuatan 

imelanggar ihukum ikepada iorgan-organ ipenegakan ihukum itersebut. 

c. Kemampuan idan ikewibawaan idari ipada iorganisasi ipenegak ihukum. 

                                                        
46M iHusen iHarun. iKejahatan idan iPenegakan iHukum idi iIndonesia. iJakarta, iRineka iCipta, i1990, 

ihlm. i41. 
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III. METODE iPENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan iMasalah 

 

Pendekatan imasalah idalam ipenelitian iini imenggunakan ipendekatan iyurdis inormatif 

idan ipendekatan iyuridis iempiris. iPendekatan iyuridis inormatif idimaksudkan isebagai 

iupaya imemahami ipersoalan idengan itetap iberada iatau ibersandarkan ipada ilapangan 

ihukum, isedangkan ipendekatan iyuridis iempiris idimaksudkan iuntuk imemperoleh 

ikejelasan idan ipemahaman idari ipermasalahan idalam ipenelitian iberdasarkan irealitas 

iyang iada.
47

 iPendekatan iyuridis inormatif iadalah ipendekatan idengan imelihat 

imasalah ihukum isebaagai ikaidah iyang idianggap isesuai idengan ipenelitian ihukum 

inormatif ijuga ipenelitian ihukum iteoritis/dogmatik ikarena itidak imengkaji 

ipelaksanaan iatau iimpelementasi ihukum.  i 

 

Fokus ikajian ihukum inormatif iadalah iinventarisasi ihukum ipositif, iasas-asas idan 

idoktrin ihukum, ipenemuan ihukum idalam iperkara iin iconcreto, isistematik ihukum,  

itaraf isinkronisasi ihukum, iperbandingan ihukum idan isejarah ihukum.  iPendekatan 

iyuridis iempiris iyaitu isuatu ipendekatan iyang imeneliti idata isekunder iterlebih idahulu  

idan ikemudian idilanjutkan idengan imengadakan ipenelitian idata iprimer idi ilapangan.  

iData isekunder iyang idimaksud iadalah idengan icara imeneliti, imengkaji ilandasan 

iteoritis iatau itulisan-tulisan ipara iahli iatau ipihak ilain iyang iberwenang idan iinformasi-

informasi ilain iyang iberupa iketentuan-ketentuan iformal iseperti iperaturan 

iperundang-undangan, iputusan ipengadilan, idan ilain-lain,  isedangkan idata iprimer  

idalam ipenelitian iini iadalah ihasil iyang itelah idiperoleh isecara ilangsung imelalui 

iobservasi imaupun iwawancara idengan inarasumber idi itempat  iobjek ipenelitian.
48

 

 

                                                        
47

Soerjono iSoekanto, iPengantar iPenelitian iHukum iJakarta: iPenerbit iUniversitas iIndonesia, i2018. 

ihlm. i45. 
48Abdul iKadir iMuhammad, i2004, iHukum idan iPenelitian iHukum, iBandung, iCitra iAditya iBakti, 

ihlm. i52. 
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B. Sumber idan iJenis iData 

 

Jenis idata idilihat idari isumbernya idapat idibedakan iantara idata iyang idiperoleh 

ilangsung idari imasyarakat  idan idata iyang idiperoleh idari ibahan ipustaka. i 

1. Data iPrimer, iyaitu idata iyang idiperoleh isecara ilangsung idengan iwawancara 

ikepada ipara inarasumber iterkait idengan ipembahasan idalam ipenelitian iini.  

iWawancara iini idilakukan idi iRutan iKelas iII iB iBaturaja, iProvinsi iSumatera 

iSelatan idan idi iFakultas iHukum iUniversitas iLampung. iWawancara iadalah 

iproses itanya ijawab idalam ipenelitian iyang iberlangsung isecara ilisan. iWawancara 

iyang idipilih iadalah iwawancara iterpimpin, iyaitu idengan imengajukan ipertanyaan 

iyang itelah idisiapkan iterlebih idahulu idan idilakukan iwawancara isecara ilangsung 

idengan iresponden. 

2. Data isekunder, iyaitu idata iyang idiperoleh idengan istudi ikepustakaan ibahan-bahan 

ihukum iyang iterdiri idari ibahan ihukum iprimer, ibahan ihukum isekunder idan ibahan 

ihukum itersier. iAdapun idata isekunder iyang idigunakan idalam ipenelitian iini,  

isebagai iberikut: 

a. Bahan ihukum iprimer 

Bahan ihukum iprimer iadalah ibahan ihukum iyang imemiliki ikekuatan ihukum 

iyang imengikat  iberupa iperundang-undangan. iBahan ihukum iprimer idalam 

ipenelitian iini iterdiri idari: i 

1) Undang-Undang iNomor i1 iTahun i1946 itentang iPeraturan itentang iHukum 

iPidana. 

2) Undang-Undang iNomor i8 iTahun i1981 itentang iHukum iAcara iPidana. i 

3) Undang-undang iNomor i35 iTahun i2009 itentang iNarkotika. i 

4) Undang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 itentang iPemasyarakatan 

5) Undang-undang inomor i21 iTahun i2013 itentang iFasilitasi iPencegahan idan 

iPenyalahgunaan iNarkotika, iyang ididalamnya imelibatkan iperan iserta idari 

igubernur/bupati/walikota. i 

6) Peraturan iPemerintah inomor i25 iTahun i2011 itentang iPelaksanaan iWajib 

iLapor iPecandu iNarkotika. i 
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7) Peraturan iPresiden inomor i12 iTahun i2011 itentang iPelaksanaan iKebijakan 

idan iStrategi iNasional iPencegahan idan iPemberantasan iPenyalahgunaan 

idan iPeredaran iGelap iNarkoba. 

b. Bahan iHukum iSekunder i 

Bahan ihukum isekuder iadalah ibahan-bahan iyang ierat ihubungannya idengan 

ibahan ihukum iprimer idan idapat imembantu imenganalisis iserta imemahami 

ibahan ihukum iprimer. iBahan ihukum isekunder  idiperoleh idari ihasil ikarya itulis 

iilmiah ipara isarjana idan iahli iyang iberupa iliteratur, imajalah, ijurnal, isehingga 

idapat imendukung, imembantu, imelengkapi, idan imembahas imasalah-  

imasalah iyang itimbul idalam iskripsi iini. i 

c. Bahan iHukum iTersier 

Bahan ihukum itersier iyaitu ibahan iyang imemberikan ipenjelasan itentang 

ibahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum isekunder. iBahan ihukum itersebut  

ibersumber idari ibahan-bahan ihukum iyang idapat imembantu ipemahaman 

idalam imenganalisa iserta imemahami ipermasalahan, iseperti iliteratur, ikamus 

ihukum idan isumber ilain iyang isesuai. 

C. Penentuan iNarasumber 

 

Narasumber iadalah ipihak-pihak iyang idijadikan isumber iinfoermasi idi idalam isuatu 

ipenelitian idan imemiliki ipengetahuan iserta iinformasi iyang idibutuhkan isesuai 

idengan ipermasalahan iyang idibahas. iDalam ipenelitian iini imembutuhkan 

inarasumber isebagai iinforman iyang idapat imemberikan iketerangan imengenai 

ipermasalahan iyang iada idalam ipenelitian, iinforman imenjadi isumber idata iinformasi 

iuntuk imelakukan ikajian idan imenganalisis idata isesuai idengan ipermasalahan: 

 

1. Kepala iRutan iKelas iII iB iBaturaja        : 1 iorang 

2. Kepala iPengamanan iRutan iKelas iII iB iBaturaja      : 1 iorang 

3. Kepala iSub iSeksi iPengelolaan iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja  i i i i: 1 iorang 

4. Akademisi iDosen iBagian iHukum iPidana iFH iUnila   i i i i: 1 iorang 

Jumlah i i i i i i i i i i i i i i       i  i i i i: i 4 iorang 
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D. Prosedur iPengumpulan iData idan iPegolahan iData 

 

1. Prosedur iPengumpulan iData 

Prosedur ipengumpulan idata idilakukan idengan iteknik istudi ipustaka idan istudi 

ilapangan: 

a. Studi ipustaka i(library iresearch), iadalah ipengumpulan idata idengan 

imenelaah idan imengutip idari ibahan ikepustakaan idan imelakukan ipengkajian 

iperaturan iperundang-undangan iyang iberkaitan idengan ibahasan. i 

b. Studi ilapangan i(field iresearch), idilakukan isebagai iusaha imengumpulkan  

idata isecara ilangsung idi ilapangan ipenelitian iguna imemperoleh idata iyang  

idibutuhkan iStudi ilapangan idilaksanakan idengan iwawancara i(interview),  

iyaitu imengajukan itanya ijawab ikepada iresponden ipenelitian idengan 

imenggunakan ipedoman iwawancara iyang itelah idipersiapkan. 

2. Prosedur iPengolahan iData isetelah imelakukan ipengumpulan idata, iselanjutnya  

idilakukan ipengolahan idata ilapangan iatau idata iempirik, isehingga idata iyang 

idiperoleh idapat imempermudah ipermasalahan iyang iditeliti. iPengolahan idata 

imeliputi itahapan isebagai iberikut: i 

a. Seleksi iData. iSeleksi iData iSeleksi idata iyaitu ikegiatan imemilih idata iyang 

iakan idigunakan isesuai idengan iobjek iyang iakan idibahas iserta imemeriksa,  

imeneliti ikembali imengenai ikelengkapan, ikejelasan idan ikebenaranya iapakah 

isesuai idengan ipermasalahan. i 

b. Identifikasi iData, iyaitu imelakukan ipemeriksaan idata iyang iterkumpul 

iapakah isudah icukup ilengkap, isudah icukup ibenar, idan isudah isesuai idengan 

ipermasalahan. 

c. Klasifikasi iData iPenempatan idata imenurut  ikelompok-kelompok iyang itelah 

iditetapkan idalam irangka imemperoleh idata iyang ibenar-benardiperlukan idan 

iakurat iuntuk ikepentingan ipenelitian. iKlasifikasi iData. iPenempatan idata 

imenurut ikelompok-kelompok iyang itelah iditetapkan idalam irangka 

imemperoleh idata iyang ibenar-benar idiperlukan idan iakurat iuntuk 

ikepentingan ipenelitian. 

d. Sistemasi iData iadalah ipenempatan idata ipada itiap ipokok ibahasan,secara 

isistematis isehingga imemudahkan iinterpretasi idata. 
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E. Analisis iData 

 

Analisis idata idalam ipenelitian iini idilakukan isecara ikualitatif, iyaitu idengan icara 

idideskripsikan idalam ibentuk ipenjelasan idan iuraian ikalimat  iyang imudah idibaca idan 

idimengerti iuntuk idiinterpretasikan idan iditarik ikesimpulan iguna imenjawab 

ipermasalahan ipenelitian. iAnalisis idata idilakukan isecara ideskriptif ikualitatif, iartinya  

ihasil ipenelitian iini idideskripsikan idalam ibentuk ipenjelasan idan iuraian ikalimat iyang 

imudah idibaca, idimengerti iuntuk idiinterpretasikan idan iditarik ikesimpulan.  

iPenarikan ikesimpulan idilakukan isecara iinduktif, iyaitu imenarik ikesimpulan  

iberdasarkan ihal-hal iyang ibersifat  ikhusus ilalu idisimpulkan isecara iumum idan 

iselanjutnya idari iberbagai ikesimpulan itersebut  idapat idiajukan isaran. 
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V. iPENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan ihasil idari ipenelitian iserta ipembahasan iyang isebelumnya itelah 

idiuraikan, imaka idapat idiambil ikesimpulan isebagai iberikut: 

1. Petugas ikeamanan i(Sipir) idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja imemiliki iperan istrategis  

idalam imenanggulangi iperedaran inarkoba, imelalui itiga ipendekatan iutama:  

ipencegahan, ipenindakan, idan ipemulihan. iLangkah ipreventif idilakukan idengan 

ipenjagaan iketat idi iberbagai ititik iseperti ipintu igerbang, iruang ikunjungan, idan 

iblok ihunian iserta ipelarangan ipenggunaan ihandphone. iPenindakan idilaksanakan 

iterhadap ipelanggaran idengan isanksi idisiplin idan ipenggunaan ikekuatan ibila 

idiperlukan. iPemulihan idilakukan iuntuk imengembalikan ikondisi ipasca  

igangguan. iSelain iaspek ikeamanan, iRutan ijuga imengembangkan iprogram 

ipembinaan ikepribadian idan ikemandirian ibagi itahanan iguna imencegah imereka 

ikembali ike idunia ikriminal. iMeskipun isecara inormatif idan ifaktual iupaya itersebut  

itelah iberjalan ibaik, inamun iperanan iideal ibelum isepenuhnya itercapai ikarena 

imasih iada itantangan iinternal iseperti iketerbatasan iregulasi idan iSDM. iDengan 

idemikian, ikeberhasilan ipenanggulangan inarkoba idi iRutan isangat ibergantung 

ipada iprofesionalisme isipir, ikonsistensi ipenerapan iSOP, ipembinaan itahanan iyang 

ikomprehensif, iserta idukungan idari ipihak ieksternal. 

2. Penanggulangan iperedaran inarkoba idi iRutan iKelas iIIB iBatu iRaja imenghadapi 

iberbagai ihambatan iyang ikompleks idan isaling iberkaitan. iFaktor iutama  

ipenghambat  iberasal idari iketerbatasan isarana idan iprasarana ipendukung,  

ioverkapasitas itahanan, iserta irendahnya ikualitas isumber idaya imanusia i(SDM)  

ipetugas isipir, itermasuk iaspek iintegritas idan iprofesionalisme. iHambatan ilainnya  

imencakup ifaktor ihukum iyang ibelum isepenuhnya iefektif, ilemahnya ipenegakan 

ihukum ioleh ioknum iyang itidak iberintegritas, iserta ikurangnya ikesadaran ihukum 
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idan idukungan imasyarakat. iSelain iitu, ibudaya isosial idan ifaktor iinternal itahanan 

iseperti ikontrol idiri irendah, igangguan ipsikologis, idan iminimnya ikeimanan ijuga  

iturut  imemperkuat  iresistensi iterhadap ipembinaan. iKeseluruhan ikondisi iini 

imenegaskan iperlunya ipeningkatan ikapasitas ikelembagaan, ipembenahan isistem 

ihukum, iserta ipendekatan iholistik iyang imelibatkan isinergi iantara iaparat, 

imasyarakat, idan ipembinaan iindividual inarapidana. 

 

B. Saran 

 

Penelitian iini ipenulis idapat imemberikan isaran iberupa: 

1. Peningkatan ikapasitas idan iprofesionalisme isipir idiperlukan ipelatihan irutin idan 

iberkelanjutan ibagi isipir  iterkait  ideteksi idini iperedaran inarkoba, ipenggunaan 

iteknologi ipengawasan, iserta ipenegakan idisiplin iagar imampu imenjalankan itugas 

isecara iprofesional idan itegas. iPenguatan iregulasi idan isop ipenjagaan, ipemerintah 

iperlu imenyempurnakan iregulasi idan istandar ioperasional iprosedur i(sop) 

ipenjagaan idi irutan, ikhususnya iterkait ipengawasan iterhadap ikunjungan, ibarang 

ibawaan, idan iaktivitas ikomunikasi itahanan iguna imenutup icelah ipenyelundupan 

inarkoba. iPeningkatan ijumlah idan ikesejahteraan ipetugas imengingat  ibeban ikerja  

iyang itinggi,  iperlu ipenambahan ijumlah ipersonel iserta ipeningkatan ikesejahteraan 

ipetugas iRutan iagar imereka idapat imenjalankan itugas idengan ilebih ifokus, ijujur,  

idan iberintegritas itanpa iterpengaruh ipotensi igodaan iatau itekanan. 

2. Untuk imenanggulangi iperedaran inarkoba idi iRutan iKelas iII iB iBatu iRaja, iperlu 

idilakukan ipeningkatan ikualitas idan ijumlah ipetugas isipir  imelalui ipelatihan idan 

irekrutmen iberbasis iintegritas. iPemerintah ijuga iharus imenyediakan isarana idan 

iprasarana iyang imemadai iserta imengurangi ioverkapasitas itahanan. iSelain iitu,  

idibutuhkan iperan iaktif imasyarakat idalam ipembinaan inarapidana idan 

ipeningkatan ikesadaran ihukum, iserta ipendekatan irehabilitatif iyang 

imemperhatikan ifaktor ipsikologis idan ikeimanan ipara itahanan.
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